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Menimbang :

a.

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEDUNGPOH,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 3
tahun 2024, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun
perencanaan pembangunan kalurahan sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan
pembangunan kabupaten;
bahwa perencanaan pembangunan kalurahan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perencanaan
pembangunan  kalurahan terdiri dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk
jangka waktu 8 (delapan) tahun dan Rencana Kerja
Pemerintah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang
keduanya ditetapkan dengan peraturan kalurahan;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah
Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026;




Mengingat :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
309);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 868);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025
Tentang Mekanisme Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam
Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 593);
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
40 tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor
40);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan
(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024
Nomor 24); |

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4
tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026
{(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025
Nomor 21);

Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasar Hak Asal-Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa
Kedungpoh Tahun 2017 Nomor 6);

Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 6 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020-2025 (Lembaran
Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020 Tahun 2020);




Déngan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH
Dan
LURAH KEDUNGPOH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH TAHUN 2026

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul;
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13.

14.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
Bupati adalah Bupati Gunungkidul;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Gunungkidul;

Kapanewon adalah Kapanewon Nglipar;

Panewu adalah Panewu Nglipar;

Kalurahan adalah Kalurahan Kedungpoh;

Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Kedungpoh;

.Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang disebut Bamuskal

adalah Bamuskal Kedungpoh;

. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Kedungpoh;
12.

Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama
Bamuskal;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya
disingkat RPJM Kélurahan, adétlah Rencana Kegiatan Pembangunan
Kalurahan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun,;

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP
Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun;




15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut
APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
Kalurahan;

Pasal 2

(1) RKP Kalurahan Tahun 2026 disusun berdasarkan pencermatan RPJM
Kalurahan Tahun 2020-2025.

(2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka
waktu pelaksanaan terhitung 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember
2026.

(3) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebagai landasan
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2026.

BAB I
SISTEMATIKA RKP Kalurahan
Pasal 3

(1) RKP Kalurahan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Pasal 2 disusun
dengan sistematika :
BAB I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang
b. Dasar Hukum
c. Tujuan
d. Visi dan Misi Kalurahan
BAB 1. GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
a. Gambaran Umum dan Potensi Wilayah
b. Kebijakan Keuangan Kalurahan
1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
2. Kebijakan Belanja Kalurahan
3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
BAB III. EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN
a. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan tahun lalu
b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan dan Prioritas
Pembangunan
BAB IV. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2026
BAB V. PENUTUP

(2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1} beserta matriknya
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Kalurahan ini.




BAB Il
PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Kedungpoh.

Ditetapkan di Kedungpoh
pada tanggal : 24 Oktober 2025
LURAH,

ttd

DWIYONO

Diundangkan di Kedungpoh
pada tanggal : 24 Oktober 2025
CARIK,

(>

RUSLAN MUDZAKIR



LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN KEDUNGPOH
NOMOR 5../KPTS/2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN KEDUNGPOH

TAHUN 2026

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, Pemerintah  Kalurahan  wajib menyusun perencanaan
pembangunan Kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan
mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan merupakan penjabaran dari
RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat
rencana  penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun
sebelumnya, prioritas kebijakan supra kalurahan dan atau hal-hal yang
karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari
Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Kalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan,
dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan
masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan, dan selanjutnya ditetapkan
dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah
selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKP
Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang
bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah
Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan dengan
semangat gotong-royong. RKPKalurahan merupakan satu-satunya
dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai
pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi - pemerintahan
kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBKalurahan tahun
anggaran bersangkutan.



B. Dasar Hukum
RKP Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026 disusun dengan berlandaskan

kepada :

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 170);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7} sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badah Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan
Dana Desa {(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
868};

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2
Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1000);

Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Mekanisme
Persetujuan Dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi
Desa Merah Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 593);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 tahun
2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 tahun
2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24); _

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021
Nomor 4};

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 21};

‘Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan

Desa Berdasar Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
(Lembaran Desa Kedungpoh Tahun 2017 Nomor o);

Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kedungpoh
Tahun 2020-2025 (Lembaran Kalurahan Kedungpoh Tahun 2020
Tahun 2020);

. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026 adalah
sebagai berikut :

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kalurahan

yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah




Kalurahan, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan
kebutuhan Kalurahan.

2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan kalurahan bagi
penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Kedungpoh tahun 2026.

Tujuan dari penyusunan RKP Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026 adalah

sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Kalurahan Kedungpoh tahun
2024 (n+1), dan tahun 2025 (n), serta menganalisis prospek
pembangunan tahun 2026 {tahun n-1) dengan memperhatikan kondisi
pembangunan nasional dan regional;

2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Kalurahan Kedungpoh Tahun
2020 - 2025 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2026;

3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Kalurahan
Kedungpoh yang dituangkan dalam susunan prioritas program
kegiatan Kalurahan tahun 2026;

D. Visi dan Misi Kalurahan
1. Visi Kalurahan Kedungpoh
Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Kalurahan
harus selaras dengan RPJM Kalurahan, maka RKP Kalurahan
Kedungpoh Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi
Kalurahan Kedungpoh yang tertuang dalam RPJM Kalurahan
Kedungpoh Tahun 2020-2025, sebagai dasar dalam pelaksanaan
pembangunan Kalurahan Kedungpoh, yaitu : “Menjadi Kedungpoh
Lebih Baik, Cerdas, Mandiri, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia”.

2. Misi Kalurahan Kedungpoh

Misi pembangunan Kalurahan adalah sesuatu yang diemban atau
dilaksanakan oleh pemerintah Kalurahan, untuk mencapai  vist
pembangunan Kalurahan yang telah ditetapkan, agar tujuan
pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai
dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi
penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan Kalurahan, sesuai
dan selaras dengan isi substansinya, maka dirumuskan misi
pembangunan Kalurahan Tahun 2020-2025 sebagai berikut :
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. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang jujur dan
berakhlak mulia;

. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan;

. Meningkatkan Perekonomian Kalurahan Melalui Pengembangan
Potensi Lokal;

. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana
Umum;

. Meningkatkan Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi
Bencana Alam, dan Penyakit Menular;

11




BAB Il
GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

A. GAMBARAN UMUM DAN POTENSI WILAYAH
1. Gambaran Umum
Kalurahan Kedungpoh merupakan salah satu Kalurahan di Kapanewon
Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memilik
luas 1.079,983 hektar. Secara geografis Kalurahan Kedungpoh
berbatasan dengan wilayah :
1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kalurahan Mertelu, Kapanewon
Gedangsari;
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kalurahan Bejiharjo, Karangmojo;
Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kalurahan Nglipar;
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Kalurahan Pengkol.

Secara Administratif, wilayah Kalurahan Kedungpoh terdiri dari 10
padukuhan, 10 Rukun Warga, dan 48 Rukun Tetangga. Tipologi
Kalurahan Kedungpoh terdiri dari lahan persawahan, perladangan,
perkebunan, peternakan, Kerajinan dan industri kecil, Industri sedang,
Jasa dan perdagangan). Topografis Kalurahan Kedungpoh secara umum
termasuk daerah perbukitan dan berdasarkan ketinggian wilayah, yaitu :
208 m dpl, Kalurahan Kedungpoh diklasifikasikan kepada dataran sedang
(>100 - 500 m dpl).

2. Sumber Daya Alam
Penggunaan lahan Kalurahan Kedungpoh dapat dilihat pada tabel II1
sebagai berikut :
Tabel I1.1
Penggunaan Lahan Kalurahan Kedungpoh

No. Penggunaan Lahan Tahun (Ha)
Lahan Sawah

1. | Irigasi Teknis 64,22

2. | Tadah Hujan 66,34
Lahan Bukan Sawah

1. | Pekarangan/Bangunan 278,92

2. | Tegal/Kebun 377,70
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No. Penggunaan Lahan Tahun (Ha)

6. | Ditanami Pohon/Hutan Rakyat 214
Tabel 11.2
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan
Produksi Per
No. Komoditas Tahun
Satuan
1. | Tanaman Pangan Ton/Tahun
Padi 10
Jagung 10
Ubi Kayu 12
Ubi Jalar 5
Bawang Merah 100
Cabai 5
Kacang tanah 10
Kedelai 5
2. | Buah-buahan Ton/Tahun
Alfukat )
Rambutan 2
Mangga 10
Pepaya 10
Pisang 60
Nangka 10
Melon 10
Semangka 2
Anggur 0,5
Jambu Air 4
Jambu Biji 2
Klengkeng 1
Durian 1
Duwet/Jamblang 1
Kedondong 0,5
Belimbing 0,5
Sawo 1
13




Kweni 0,5
Perkebunan Ton/Tahun
Kelapa 10

Kakau 2

Kopi 0,5
Cengkeh 0,1

Merica 0,1
Peternakan Ekor

Sapi 550
Kambing 3.000
Ayam kampung 10.000
Ayam broiler 15.000
Ayam Petelur 1.000
Menthok S00
Burung 100
Perikanan Ton/Tahun
Lele 1
Gurameh 1

Nila 1

Wader Pari 0,5

Hasil Hutan

Madu lebah 1 ton
Jahe 10

Sereh S

Kunyit S

Laos S

Kencur o

Akasia 3.000 m3
Jati 1.000 m3
Mahoni 2.000 m3
Sengon laut 1.000 m3
Sono Keling 500 m3
Bambu 20.000 btg
Kayu bakar 10.000 m3
Arang 10 ton
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Dari kondisi alam Kaluraban Kedungpoh di atas, dapat diidentifikasi
Sumber Daya Alam yang dimiliki dan merupakan salah satu potensi
pembangunan Kalurahan. Hasil Indentifikasi Sumber Daya Alam
Kalurahan Kedungpoh Kapanewon Nglipar dapat dilihat pada tabel 11.3
sebagai berikut :

Tabel 11.3

Sumber Daya Alam Kalurahan Kedungpoh
No. Uraian Sumber Daya Alam Satuan Jumlah
I. [ Material Batu Kali dan Kerikil M3 -
2. | Pasir Urug M3 -
3. | Lahan Tegalan Ha 377,70
4. |Lahan Hutan Ha 125
5. | Hutan Kemasyarakatan Ha 100
6. | Sungai Km 40

3. Sumber Daya Manusia
Jumlah Penduduk Kalurahan Kedungpoh berdasarkan data Sistem
Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tahun 2020 sebanyak 6.292
Jiwa yang terdiri dari 3.118 laki-laki dan 3.174 perempuan. Sumber
penghasilan utama penduduk adalah dari sektor pertanian dan
perdagangan. Data Sumber Daya Manusia Kalurahan Kedungpoh,
Kapanewon Nglipar dapat dilihat pada tabel 1.4 sebagai berikut :

Tabel 11.4
Daftar Sumber Daya Manusia Kalurahan Kedungpoh

No. Uraian Sumber Daya Manusia Satuan | Jumlah
1. | Penduduk dan Keluarga

a. Penduduk Laki-laki Orang 3.135

b. Penduduk Perempuan Orang 3.176

¢. Jumlah Keluarga Keluarga 2,119
. Sumber Penghasilan Utama

Penduduk

a. Pertanian, Perikanan, Orang 1.288
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No. Uraian Sumber Daya Manusia Satuan | Jumlah
Perkebunan
b. Pertambangan dan Penggalian Orang -
¢. Industri Pengolahan (Pabrik,
Kerajinan dll.) Orang 313
d. Perdagangan Besar/Eceran dan
Rumah Makan Orang 1.204
e. Angkutan, Pergudangan,
Komunikasi Orang
f. Jasa Orang 29
3. | Pekerjaan/Mata Pencaharian
a. Karyawan {(PNS) Orang 59
b. TNI/Polri Orang 4
c. Swasta Orang 350
d. Wiraswasta/pedagang Orang 1.172
€. Petani Orang 1.183
f. Tukang Orang 50
g. Buruh Tani Orang 37
h. Pensiunan Orang 38
1. Peternak Orang 15
j. Jasa Orang 23
4. | Tingkat Pendidikan Masyarakat
a. Lulusan pendidikan Umum
1) Taman Kanak-kanak Orang
2) Sekolah Dasar/sederajat Orang 1.413
3) SMP/Sederajat Orang 1.274
4) SMA/Sederajat Orang 1.418
5) Akademi/D1-D3 Orang 73
6} Sarjana Orang 141
7) Pasca Sarjana
a) S2 Orang
b} S3 Orang 2
b. Lulusan pendidikan khusus
1) Pondok Pesantren Orang
2) Pendidikan Keagamaan Orang

16




No. Uraian Sumber Daya Manusia Satuan | Jumlah
3) Sekolah Luar Biasa Orang
4} Kursus Keterampilan Orang
c. Tidak lulus dan tidak sekolah
1} Tidak lulus Orang
2) Tidak bersekolah _ Orang 557
5. Jumlah Penduduk Miskin {(2024) Orang 1513
(menurut DTKS 2024)
4. Sumber Daya Pembangunan

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Kalurahan Kedungpoh yang

merupakan salah satu potensi untuk pembangunan Kalurahan
diantaranya dapat dilihat pada tabel I1.5.
Tabel I1.5
Sumber Daya Pembangunan Kalurahan Kedungpoh
No. Uraian Sumber Daya Alam Jumlah Satuan
Kantor Kalurahan 1 Paket
2. | Prasarana Umum
a. Jalan Propinsi 3,5 Km
b. Jalan Kabupaten 9 | Km
c. Jalan Lingkungan 52 Km
d. Jembatan 53 Buah
3. | Prasarana Pendidikan
a. Perpustakaan Kalurahan i Buah
b. Gedung Sekolah PAUD 9 Buah
c¢. Gedung Sekolah TK 7 Buah
d. Taman Pendidikan Al Qur’an 20 Buah
¢. Gedung SD/Sederajat 5 Buah
f. Gedung Sekolah Buah
SMP/Sederajat 3
g. Gedung Sekolah Buah
SMA/Sederajat '
h. Gedung Perguruan Tinggi - Buah
4. | Prasarana Keschatan
a. Puskesmas Ada
b. Poskesdes - Buah
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No. Uraian Sumber Daya Alam Jumlah Satuan
c. Posyandu 10 Buah
d. Posbindu 1 Buah
e. Polindes - Buah
f. MCK umum 51 Buah
g. Sarana Air Bersih 10 Buah
S. Prasaraﬁa Ekonomi
a. Pasar Kalurahan Buah
b. Kios Kalurahan 4 Buah
6. | Prasarana Ibadah
a. Mesjid 20 Buah
b. Mushola 16 Buah
c. Gereja - Buah
d. Pura - Buah
e. Vihara - Buah
f. Klenteng - Buah
7. | Prasarana Umum
a. Olahraga 12 Buah
b. Kesenian/budaya (gamelan) 5 Paket
c. Balai pertemuan 11 Buah
d. Sumur Kalurahan Buah
¢. Pasar Kalurahan 2 Buah
S. Sumber Daya Sosial Budaya
Tabel I1.6
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
Uraian Sumber Daya Sosial
No. Satuan | Jumlah
Budaya
1. | Kelembagaan
a. LPMD
1) Jumlah pengurus Orang 21
2) Jumlah anggota Orang 30
b. Lembaga Adat Lembaga
c. TP PKK
1) Jumlah pengurus Orang 40
2} Jumlah anggota Orang 1.970
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a. BUMDes

1) Jumiah Bumdes Lembaga 1
2) Jenis Bumdes Unit 3
b. Karang Taruna
1) Jenis Kegiatan Buah 2
2) Jumlah Pengurus Orang 11
3) Jumlah Anggota Orang 1.000
c. RT/RW
1) Jumiah RW Buah 10
2) Jumlah RT Buah 48
d. Lembaga Kemasyarakatan
lainnya Buah 4
Trantib Dan Bencana
a. Jumlah Anggota Linmas Orang 46
b. Jumlah Pos Kamling Buah 48
c. Jumlah Operasi Penertiban Kali -
d. Jumlah Kejadian Kriminal -
1. Pencurian Kali -
2. Perkosaan Kali -
3. Kenakalan Remaja Kali -
4. Pembunuhan Kali -
5. Perampokan Kali -
6. Penipuan Kali -
e. Jumiah Kejadian Bencana Kali 0
f. Jumlah Pos Bencana Alam Pos 1
g. Jumlah Pembalakan Liar Kali -
h.Jumlah Pos Hutan Lindung Pos -
Seni Budaya
a. Jumlah Group Kesenian Buah 37
b. Jumlah Gedung Kesenian Buah 2
c. Jumlah Gelar Seni Budaya
Kali 2

per Tahun
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B. KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN |

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.

Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan. Agar
pengelolaan keuangan Kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan
kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka
harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan sesuai amanah
Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya,
Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dan mencerminkan
keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya
Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan
menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) secara partisipatif dan transparan
yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Kalurahan,
konsultasi publik dan rapat Musyawarah Bamuskal untuk penetapannya.
RAPB Kalurahan didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai
dengan 31 Desember.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kalurahan
dalam penyusunan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026 terkait dengan
Pendapatan Kalurahan, Belanja Kalurahan, dan Pembiayaan Kalurahan
adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
Pendapatan Kalurahan adalah semua penerimaan Kalurahan dalam 1
(satu} tahun anggaran yang menjadi hak Kalurahan dan tidak perlu
dikembalikan oleh Kalurahan. Lurah sesuai kewenangannya wajib
mengintensifkan pendapatan asli kalurahan. Pendapatan Kalurahan
yang dianggarkan dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025
merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki
kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Struktur pendapatan
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kalurahan diklasifikasi menurut kelompok, jenis, dan obyek

pendapatan, yang meliputi:
1. Pendapatan Asli Kalurahan

Pendapatan Asli Kalurahan adalah penerimaan Kalurahan yang

diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan

kalurahan, meliputi:

a)

b}

Hasil usaha

Untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Kalurahan
yang bersumber dari bagian hasil usaha yang dikeiola BUMKal
dan BUMKalma mendasarkan pada Peraturan Kalurahan
tentang Pembentukan BUMKal dan Peraturan Lurah Bersama
tentang Pembentukan BUMKalma. '

Hasil pengelolaan aset/kekayaan

Untuk menetapkan penganggaran pendapatan yang bersumber

dari hasil pengelolaan aset/kekayaan Kalurahan yang berpotensi

menyumbangkan Pendapatan Kalurahan (pemanfaatan aset

milik Kalurahan yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas

dan fungsi Pemerintahan Kalurahan) antara lain:

1) tanah milik Kalurahan;

2) tambatan perahu;

3) pasar Kalurahan;

4) tempat pemandian umum yang dikelola Kalurahan;

5) jaringan irigasi;

6} pemanfaatan lapangan/prasarana olahraga milik
Kalurahan;

7) tempat pelelangan ikan milik Kalurahan;

8) kios Kalurahan;

9) objek rekreasi yang dikelola Kalurahan;

10) balai Kalurahan;

11} gedung/bangunan milik Kalurahan;

12) gedung pertemuan/gedung serbaguna milik Kalurahan;

13} balai/panggung seni budaya milik Kalurahan; dan

14) hasil aset lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak
asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kalurahan.

Penganggaran hasil pengelolaan aset/kekayaan Kalurahan yang
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d)

tidak  dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan
memperhitungkan nilai aset/kekayaan Kalurahan yang tidak
dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi,
sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
Pengelolaan aset/kekayaan Kalurahan mendasarkan pada
Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Aset/Kekayaan Milik
Kalurahan dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa.

Hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong

Penganggaran swadaya dan partisipasi masyarakat perlu
dilakukan jika Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal pada
tahun sebelumnya telah melaksanakan musyawarah dan
dituangkan dalam kesepakatan dengan masyarakat bahwa
masyarakat pada tahun anggaran berjalan akan melaksanakan
swadaya dan berpartisipasi dalam bentuk uang untuk
mendukung pelaksanaan suatu  kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan. Kesepakatan
mengenai swadaya dan partisipasi masyarakat dituangkan
dalam berita acara yang ditandatangani unsur Pemerintah

Kalurahan, unsur Bamuskal, dan perwakilan masyarakat.

Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan

Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan terdiri dari:

1) hasil pungutan kalurahan sesuai dengan kewenangan
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala
Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan;

2) penjualan hasil hutan milik Kalurahan;

3) hasil penjualan/penghapusan aset/barang milik Kalurahan;

4) tuntutan ganti kerugian Kalurahan;

S) pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan pengelolaan
keuangan Kalurahan;

6} pendapatan denda sewa menyewa aset desa;

7) pendapatan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan;

8) hasil pengelolaan tanah kas Kalurahan;

9) hasil pelepasan tanah Kalurahan;dan

10) pendapatan denda sewa-menyewa aset Kalurahan.
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Pendapatan Asli Kalurahan sebagaimana tersebut pada huruf aj,

b), dan d} di atas, kode sumber dananya menggunakan kode

PAD. Sedangkan untuk pendapatan pada huruf ¢) menggunakan

kode SWD.

Pendapatan Asli Kalurahan dapat dipergunakan untuk

membiayai kegiatan pada semua bidang Belanja Kalurahan

sesuai dengan RKP Kalurahan Tahun 2025.

Pengelolaan dan Pelepasan tanah Kalurahan sebagaimana

dimaksud pada huruf d) angka 8) dan angka 9) yang asal

usulnya tanah hak anggaduh dilaksanakan berdasarkan pada

Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang

Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Penganggaran pendapatan yang

bersumber dari ganti rugi/untung atas pelepasan aset milik

kalurahan adalah sebagai berikut:

1) Bagi Kalurahan yang menerima ganti rugi/untung atas
pelepasan aset seperti bangunan/gedung milik Kalurahan,
dimasukkan dalam Pendapatan dari penjualan penghapusan
barang/aset milik Kalurahan dengan kode pendapatannya
adalah DLL.

2) Bagi Kalurahan yang menerima ganti rugi/untung atas
pelepasan tanah Kalurahan, dianggarkan pada hasil
pelepasan tanah Kalurahan dengan kode pendapatannya
adalah DLL.

2. Pendapatan Transfer
a} Dana Desa
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi
Kaluraha yang ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke
Rekening Kas Klaurahan. Dana Desa dianggarkan sesuai
besaran yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan
yang mengatur tentang besarnya pagu alokasi Dana Desa tahun
anggaran 2026. Dalam hal belum ada penetapan alokasi Dana
Desa kepada Pemerintah Kalurahan tahun anggaran 2026,
maka penganggaran Dana Desa didasarkan pada pagu tahun

anggaran sebelumnya.
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b)

Apabila Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang
pagu alokasi Dana Desa ditetapkan/diterima setalah Peraturan
Kalurahan tentang APB Kalurahan ditetapkan, Pemerintah
Kalurahan harus menyesuaikan pagu Dana Desa dimaksud
melalui perubahan Peraturan Lurah tentang penjabaran APB
Kalurahan sebelum rancangan Peraturan Kalurahan tentang
Perubahan APB Kalurahan ditetapkan. Kode sumber dana yang
dipergunakan adalah DDS.

Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Alokasi untuk bagian hasil pajak dan retribusi Daerah minimal
10,00% (sepuluh perseratus) dari realisasi pendapatan pajak
Daerah dan retribusi Daerah pada tahun anggaran berjalan yang
dibagi secara proporsional kepada seluruh Kalurahan.
Disamping itu, dapat untuk menganggarkan kekurangan bagian
hasil pajak dan retribusi Daerah tahun sebelumnya jika ada
selisih lebih antara target dan realisasi penerimaan.
Penganggaran dana transfer dari bagian hasil pajak dan
retribusi Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati tentang
besaran alokasi bagian hasil pajak dan retribusi Daerah bagi
Kalurahan tiap tahun anggaran yang masuk dalam APB
Kalurahan. Apabila Keputusan Bupati tentang alokasi bagian
hasil pajak dan retribusi daerah bagi kalurahan tahun anggaran
2026 belum ditetapkan, maka penganggaran bagian hasil pajak
dan retribusi daerah didasarkan pada informasi pagu indikatif
tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Perangkat Daerah
yang membidangi pemerintahan kalurahan. Apabila Keputusan
Bupati belum ditetapkan dan Perangkat Daerah yang
membidangi pemerintahan kalurahan belum memberikan
informasi tentang pagu besaran bagian hasil pajak dan retribusi
daerah, maka penganggaran bagian hasil pajak dan retribusi
daerah didasarkan pada besaran bagian hasil pajak dan
retribusi daerah tahun 2024.

Selain alokasi bagian hasil retribusi daerah untuk seluruh
Kalurahan, juga untuk menganggarkan alokasi bagian hasil
retribusi daerah yang dialokasikan kepada Kalurahan tertentu
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d)

karena mendapat penugasan dari Pemerintah Daerah untuk
membantu memungut retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
Dana dari bagian hasil pajak dan retribusi Daerah dapat
dipergunakan wuntuk mendukung semua bidang Belanja
Kalurahan. Kode sumber dana yang dipergunakan adalah PBH.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Besaran total ADD paling sedikit 10,00% (sepuluh perseratus)
dari Dana Perimbangan yang diperoleh oleh Daerah setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Penggunaan ADD untuk
membiayai pelaksanaan kegiatan semua bidang Belanja
Kalurahan sesuai dengan RKP Kalurahan Tahun 2025.
Penganggaran pendapatan transfer Alokasi Dana Desa (ADD)
sesuai dengan Keputusan Bupati tentang besaran Alokasi Dana
Desa (ADD) pada tahun anggaran APB Kalurahan. Apabila
Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (ADD) bagi
kalurahan tahun anggaran 2026 belum ditetapkan, maka
penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada
informasi pagu indikatif tahun anggaran 2025 yang disampaikan
oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan
kalurahan. Apabila Keputusan Bupati belum ditetapkan dan
Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan kalurahan
belum memberikan informasi tentang pagu besaran Alokasi
Dana Desa {ADD), maka penganggaran Alokasi Dana Desa {ADD)
didasarkan pada besaran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2024.
Kode sumber dana yang dipergunakan adalah ADD.

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi DIY

Bantuan Keuangan dari APBD Pemerintah Daerah DIY untuk
menganggarkan jika ada alokasi Bantuan Keuangan dari APBD
Pemerintah Daerah DIY yang bersifat umum dan/atau khusus.
Penganggaran BKK Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur
tentang besaran BKK Provinsi.

Apabila Keputusan Gubernur tentang besaran BKK Provinsi
belum ditetapkan, maka penganggarannya didasarkan pada
informasi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang

mengurusi bantuan keuangan khusus kalurahan. Apabila
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Keputusan Gubernur belum ditetapkan dan Perangkat Daerah
yang mengurusi bantuan keuangan khusus kalurahan belum
memberikan informasi tentang besaran BKK Provinsi, maka
penganggaran bantuan keuangan APBD Provinsi didasarkan
pada besaran dalam proposal yang disampaikan oleh
pemerintah kalurahan.

Apabila Keputusan Gubernur mengatur tentang pagu BKK
Provinsi ditetapkan/diterima setelah Peraturan Kalurahan
tentang APB Kalurahan ditetapkan, Pemerintah Kalurahan
harus menyesuaikan pagu BKK Provinsi dimaksud melalui
perubahan Peraturan Lurah tentang penjabaran APB Kalurahan
sebelum rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan
APB Kalurahan ditetapkan. BKK Provinsi dipergunakan untuk
membiayai kegiatan sesuai dengan penggunaan yang telah
ditetapkan. Apabila permohonan BKK Provinsi tidak disetujui,
maka kegiatan yang didanai dari sumber tersebut tidak boleh
dilaksanakan. Kode sumber dana yang dipergunakan adalah
PBP.

Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten

Bantuan keuangan dari APBD untuk menganggarkan jika ada
alokasi Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul
yang bersifat umum dan/atau bersifat khusus.

Penganggaran BKK Kabupaten sesuai dengan Keputusan Bupati
tentang besaran BKK Kabupaten.

Apabila Keputusan Bupati tentang besaran BKK Kabupaten
belum ditetapkan, maka penganggarannya didasarkan pada
informasi yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang
mengurusi bantuan keuangan khusus kalurahan. Apabila
Keputusan Gubernur belum ditetapkan dan Perangkat Daerah
yang mengurusi bantuan khusus keuangan kalurahan belum
memberikan informasi tentang besaran BKK Kabupaten, maka
penganggaran bantuan keuangan APBD Kabupaten didasarkan
pada besaran dalam proposal yang disampaikan oleh
pemerintah kalurahan.

Apabila Keputusan Bupati yang mengatur tentang pagu BKK
Kabupaten ditetapkan/diterima setelah Peraturan Kalurahan
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tentang APB Kalurahan ditetapkan, Pemerintah Kalurahan
harus menyesuaikan pagu BKK Kabupaten dimaksud melalui
perubahan Peraturan Lurah tentang penjabaran APB Kalurahan
sebelum rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan
APB Kalurahan ditetapkan. BKK Kabupaten dipergunakan
untuk membiayai kegiatan sesuai dengan penggunaan yang
telah ditetapkan. Apabila permohonan BKK Kabupaten tidak
disetujui, maka kegiatan yang didanai yang berasal dari sumber
tersebut tidak boleh dilaksanakan. Kode sumber dana yang
dipergunakan adalah PBK.

3. Pendapatan Lain-lain

Penganggaran Pendapatan Lain-lain meliputi:

a)
b)

¢)

dj

penerimaan dari hasil kerja sama antar Kalurahan;

penerimaan dari hasil kerja sama dengan pihak Kketiga;
penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di
Kalurahan;

hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan pada tahun
anggaran berjalan;

bunga bank;

Insentif/hadiah kalurahan lunas PBB;

hadiah perlombaan; dan

lain-lain pendapatan Kalurahan yang sah.

Kode sumber dana yang dipergunakan pada aplikasi SISKEUDES
adalah DLL.,

Tabel I1.7
PENDAPATAN KALURAHAN KEDUNGPOH

REALISASI 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025 & 2026

] Tahun
No Indikatif Program / _ . . -
Kegiatan Desa Realisasi Berjalan Proyeksi '
(n+1/2024) {n/2025) {n-1/2026)
1 2 3 4
: Pendapétan Asli Desa
(PADes)
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Hasil Usaha Desa; 5.850.000 7.050.000 5.850.000
Hasil Pengelolaan Aset
At Tene 10.490.000 |  8.125.000 |  10.490.000
Desa,
Swadaya, Partisipasi,
dan gotong-royong;
Lain-lain Pendapatan
3.474.000 3.600.000 3.474.000
Asli Desa
Kelompok Dana
Transfer
A | Dana Desa (APBN) 1.515.161.000 | 1.211.365.000 | 1.211.365.000
B | Alokasi Dana Desa 839.271.100 863.980.500 863.980.500
Dana bagian dari hasit
C 78.284.700 116.760.700 116.760.700
pajak dan retribusi
D | Bantuan Keuangan
1. APBD Provinsi 430.000.000 595.000.000 | 3.950.000,000
2. APBD Kabupaten 40.000.000 | 181.660.000 181.600.000
Pendapatan Lain-lain
1. Hibah
2. Sumbangan Pihak ke
. 16.000.000 16.000.000 16.000.000
tiga
3. Bunga Bank 2.744.636 2.000.000 2.744.636
Total Pendapatan 2,936.061.536 | 3.007.131.200 | 6.362.264.836

2. Kebijakan Belanja Kalurahan
Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan
kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan
diterima kembali oleh Kalurahan. Belanja Kalurahan digunakan untuk
pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka mendukung visi dan
misi pemerintah kalurahan. Penganggaran belanja kalurahan
dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dimana
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pendekatan dalam penyusunan anggaran didasarkan pada kinerja

atau prestasi kerja yang ingin dicapai. Belanja kalurahan disusun
memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

I.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, komposisi Belanja
Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan dipergunakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a} paling sedikit 70,00% (tujuh puluh perseratus} dari jumlah
anggaran Belanja Kalurahan digunakan untuk mendanai:
1) penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
2} pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
3} pembinaan kemasyarakatan Kalurahan;
4) pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan
5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
Kalurahan.

b) paling banyak 30,00% (tiga puluh perseratus) dari jumlah
anggaran Belanja Kalurahan mendanai pada bidang
penyelenggaraan pemerintahan kalurahan untuk:

a. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah, Pamong, dan Staf
Pamong Kalurahan; dan

b. tunjangan dan operasional Bamuskal.

2. Belanja kalurahan memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja

yang bersifat wajib dan belanja yang mengikat.
Belanja yang bersifat wajib yaitu adalah belanja yang dibutuhkan
secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah
Kalurahan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap
bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja
penghasilan tetap lurah dan pamong kalurahan, jaminan sosial
lurah dan pamong kalurahan, jaminan sosial Bamuskal dan
RT/RW, insentif RT/RW dan belanja barang dan jasa untuk
mendukung operasional penyelenggaraan pemerintahan
kalurahan.
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Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan  pendanaan pemenuhan Pelayanan Dasar
masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan
kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan,

. Belanja kalurahan dikelompokan dalam kelompok Belanja
Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Tak
Terduga. Penganggaran belanja tersebut dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dipergunakan untuk menganggarkan:

1) Penghasilan Tetap Lurah, Pamong dan Staf Pamong

Kalurahan,
Besaran penghasilan tetap Lurah, Pamong dan Staf Pamong
Kalurahan mengacu pada Keputusan Bupati tentang
Penghasilan Tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf
Pamong.

2) Tunjangan Lurah, Pamong dan Staf Pamong Kalurahan.
Tunjangan bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong
sifatnya pilihan dan besarannya dianggarkan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan
kemampuan keuangan kalurahan serta telah memiliki
Peraturan Lurah yang mengatur pemberian tunjangan bagi
lurah dan pamong Kalurahan pada saat penyusunan
rancangan APB Kalurahan.

3} Tunjangan Bamuskal

Tunjangan Kedudukan bagi Bamuskal besarannya
sebagaimana diatur dalam Lampiran Il Keputusan Bupati
ini,

Kalurahan dapat menganggarkan tunjangan kinerja
Bamuskal apabila sumber anggarannya bersumber dari
pendapatan asli kalurahan (PAKal) dan telah memiliki
peraturan lurah tentang tunjangan kinerja bamuskal yang
mengatur tatacara penghitungan kinerja, mekanisme dan

besaran tunjangan kinerja.
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4) Jaminan Sosial

Jaminan sosial yang dianggarkan adalah BPJS Kesehatan
bagi Staf Pamong Kalurahan dan BPJS Ketenagakerjaan
bagi Lurah, Pamong dan Staf Pamong Kalurahan.,
Penganggaran digunakan untuk membayar iuran jaminan
kesehatan nasional atau BPJS kesehatan dan iuran
jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS
ketenagakerjaan. Besaran penganggaran jaminan sosial
bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong adalah
sebagai berikut:

(a) penganggaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan
total sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat
perseratus) per bulan dari penghasilan tetap per bulan
untuk Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong; dan

(b) biaya iuran Jaminan Kesehatan Staf Pamong Kalurahan

sebesar 4,00% (empat perseratus) setiap bulan dari

besaran penghasilan tetap per bulan;

Selain menganggarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi Lurah,
Pamong dan Staf Pamong Kalurahan, juga untuk
menganggarkan BPJS Ketenagakerjaan bagi ketua dan
anggota Bamuskal dengan anggaran iuran untuk jaminan
kematian dan jaminan kecelakaan sesuai ketentuan yang
berlaku.

2. Belanja Barang dan Jasa

Dianggarkan guna untuk menunjang efektivitas pelaksanaan
tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan
pemerintah kalurahan yang menjadi kewenangan dan tanggung
jawabnya.

Penganggaran belanja barang dan jasa disesuaikan dengan
kebutuhan di setiap kegiatan untuk penggunaan 1 (satu) tahun
anggaran atau waktu penyelesaian kegiatan sehingga dihindari
adanya kekurangan anggaran. Penganggaran belanja barang
dan jasa besarnya mendasarkan SSH, SBU, HSPK, dan/atau
secbagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati ini. Hal-hal

lain dalam penganggaran Belanja Barang dan Jasa, yaitu:
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1)

2)

3)

4)

9)

Penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang
didasarkan atas pelaksanaan tugas, jumlah personil,
volume pekerjaan serta didasarkan atas beban kerja
kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kalurahan dalam
satu tahun anggaran;
Belanja Barang dan Jasa dalam bentuk
hibah/stimulan/bantuan sosial diberikan secara selektif,
akuntabel, transparan dan  berkeadilan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan kalurahan yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus
menerus setiap tahun anggaran, serta berpedoman pada
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
Penganggaran belanja makan minum dianggarkan untuk
mendukung pelaksanaan koordinasi, rapat-rapat atau
pertemuan rutin kalurahan, penerimaan tamu, dan acara
lainnya. Tidak diperbolehkan menganggarkan belanja
makan minum untuk keperluan Lurah, Pamong Kalurahan
dan Staf Pamong yang bersifat rutin harian. Kebutuhan
makan minum harian merupakan kebutuhan pribadi dan
bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kalurahan
dalam menyediakannya;
Penganggaran pakaian dinas bagi Lurah, Pamong
Kalurahan dan staf Pamong, seragam bagi anggota
Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan anggota
Bamuskal disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang
didasarkan atas jumlah personel dan memperhatikan aspek
kelayakan seragam yang sudah diadakan sebelumnya
sehingga tidak dibenarkan menganggarkan belanja pakaian
dinas atau seragam untuk jenis yang sama setiap tahun
anggaran. Pakaian dinas bagi Lurah, Pamong Kalurahan,
dan Staf Pamong Kalurahan yang dapat dianggarkan adalah
pakaian dinas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang pakaian dinas;
dan
Penganggaran pakaian seragam Bamuskal dianggarkan
pada  kegiatan operasional Bamuskal sedangkan
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penganggaran pakaian seragam Lembaga Kemasyarakatan
Kalurahan dianggarkan pada kegiatan operasional lembaga.
Pakaian seragam bagi anggota Bamuskal dan Lembaga
Kemasyarakatan Kalurahan diatur dengan Peraturan Lurah
dan penganggarannya paling cepat untuk waktu 3 (tiga)
tahun sekali kecuali bagi anggota Bamuskal atau Lembaga
Kemasyarakatan Kalurahan yang baru dilantik.

3. Belanja modal

Kelompok Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset

tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria: mempunyai
masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan serta
dipergunakan untuk aktivitas kegiatan Pemerintahan

Kalurahan dan pelayanan publik, tidak akan diserahkan

kepada pihak lain. Penganggarannya dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

1) Belanja modal sebesar harga peroiehan, harga perolehan
merupakan harga beli ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai
siap digunakan (belanja atribusi) antara lain: honorarium
tim pelaksana kegiatan, operasional kegiatan, pembelian
material, upah tenaga, dan sewa peralatan;

2) Kegiatan konstruksi yang dianggarkan atas aset milik
Kalurahan yang karena bentuknya atau lokasi
penggunaannya memiliki resiko penurunan nilai dan/atau
kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan
potensi ckonomi di masa depan atau yang sifatnya
pemeliharaan/rehab tidak dikapitalisasi, melainkan
diperlakukan sebagai beban pemeliharaan biasa sehingga
dianggarkan dalam APB Kalurahan pada kelompok belanja
barang/jasa;

3) Pengadaan alat kantor dan rumah tangga yang secara
kriteria masuk dalam aset tetap/belanja modal akan tetapi
nilai pembeliaan barang tersebut kurang dari Rp150.000,00
{seratus lima puluh ribu rupiah)/lusin/set/satuan maka
dianggarkan pada kelompok belanja barang/jasa.
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4)

Pencatatan atas barang tersebut dalam CalK pada
kelompok barang persediaan; dan

Penganggaran kendaraan dinas roda dua atau lebih dapat
dilakukan wuntuk memenuhi kebutuhan operasional
pemerintah kalurahan guna menunjang kebutuhan tertentu
sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Pembelian kendaraan
dinas harus dalam keadaan baru, tidak diperbolehkan
membeli kendaraan bermotor bekas, tangan kedua, atau
lebih.

4. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas

beban APB Kalurahan yang direncanakan untuk mengantispasi

keadaan bencana, keadaan darurat serta keadaan mendesak

yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan sesuai dengan
kewenangan kalurahan serta tidak akan terjadi berulang kali.
Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai

kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan

penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dilakukan dengan

cara:

1)

2)

3)

Lurah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja
tidak terduga dengan Keputusan Lurah dan diberitahukan
kepada Bamuskal paling lama 1 (satu) bulan terhitung
sejak keputusan dimaksud ditetapkan;

Lurah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan
dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan
tanggap darurat bencana alam dan non alam; dan

kegiatan lain di luar tanggap darurat yang didanai melalui
belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran
anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja sesuai

kelompok bidang.

Pemerintah  Kalurahan dalam penyusunan APB Kalurahan
menetapkan target capaian kinerja pada setiap belanja masing-masing
kegiatan,

yang Dbertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi
penggunaan anggaran serta tujuan kegiatan., Kegiatan harus

memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi
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langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.

Adapun kegiatan-kegiatan yang perlu dianggarkan oleh Pemerintah

Kalurahan pada tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Belanja yang bersifat wajib bagi Pemerintah Kalurahan adalah
sebagai berikut:

a) penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong;

b) jaminan sosial Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Pamong;

c) tunjangan Bamuskal;

d) penyediaan operasional Bamuskal;

¢) penyediaan insentif/operasional RT dan RW;

f) penyediaan jaminan ketenagakerjaan bagi Bamuskal dan
RT/RW dengan sumber dana ADD;

g) biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah kas Kalurahan
yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan dianggarkan dalam
kegiatan Administrasi PBB. Pemerintah Kalurahan tidak
diperbolehkan menganggarkan biaya PBB atas tanah kalurahan

- yang dikelola oleh pihak ketiga, tanah lungguh dan pengarem-
arem; dan

h) Operasional Pemerintah Kalurahan (listrik, air, internet, ATK,
peralatan dan perlengkapan kebersihan, dll)

Belanja yang bersifat wajib tersebut di atas dianggarkan

menggunakan sumber dana ADD (Alokasi Dana Desa). Apabila

pagu ADD tidak mencukupi, dapat mempergunakan dari sumber
dana lainnya kecuali BKK dan/atau Dana Desa.

2. Belanja yang bersifat mengikat bagi Pemerintah Kalurahan yang
bersumber khusus dari Dana Desa mendasarkan pada Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana
Desa. Bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan
berdasarkan kewenangan Kalurahan yang diarahkan untuk
percepatan pencapaian sasaran pembangunan Nasional dan
Daerah serta tujuan SDGs Desa dan untuk memberikan sebesar-
besarnya bagi masyarakat kalurahan dalam rangka:

a) peningkatan kesejahteraan masyarakat kalurahan;
b) peningkatan kualitas hidup manusia; dan
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¢) penanggulangan kemiskinan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Kalurahan

dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung pencapaian

target:

a) pemenuhan kebutuhan dasar;

- b) pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan,;

¢} pengembangan potensi ekonomi lokal; dan

d) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat

Kalurahan dilaksanakan melalui kegiatan yang mendukung

pencapaian target:

a) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat
hidup sehat;

b) penguatan partisipasi masyarakat dalam .perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Kalurahan;

¢} pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan
kewirausahaan masyarakat Kalurahan;

d) pengembangan seni budaya lokal; dan

e) penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan

penanganan bencana alam dan non alam.

Kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian target SDGs Desa

serta prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan

kalurahan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tersebut
diatas, nomenklatur kegiatan dalam APB Kalurahan menyesuaikan
nomenklatur kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa. Dalam penganggaran kegiatan kalurahan

menganggarkan sesuai fokus penggunaan Dana Desa serta

menyesuaikan prioritas dan kondisi kalurahan. Adapun prioritas
penggunaan Dana Desa sebagaimana tersebut di bawah ini:

a) kegiatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan
penurunan stunting sesuai hasil Musyawarah Kalurahan
mengenai stunting. Fokus kegiatan penanganan stunting pada
penguatan TPPS Kalurahan dan kegiatan yang mendukung
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b)

d)

intervensi spesifik, intervensi sensitif dan intervensi koordinatif

sesuai dengan basis data sasaran stunting;

kegiatan perluasan akses layanan Kesehatan sesuai

kewenangan kalurahan;

Kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian penguatan

ketahanan pangan nabati dan hewani, dengan porsi minimal

20,00% dari pagu Dana Desa;

Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin berupa:

1) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan
pada sub bidang Keadaan Mendesak Desa dan dialokasikan
untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

2) Penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat
Karya Tunai Desa; atau '

3) Bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia
dan penyandang disabilitas yang belum mendapat bantuan
sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pembangunan sarana dan prasarana pendataan kalurahan,

antara lain:

1) pengelolaan Sistem Informasi Desa berbasis aplikasi digital
yvang disediakan oleh Pemerintah;

2) Pendataan/pemutakhiran data potensi sumber daya
pembangunan;

3) pendataan pada tingkat rukun tetangga,

4) pendataan pada tingkat keluarga; dan

5) Pendataan/pemuktahiran data kemiskinan.

Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka

pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh melalui ;

Bantuan pembangunan, perbaikan atau rehab, pemberian

stimulan jamban sehat dan/atau Stimulan Bedah Rumah

Tidak Layak Huni dengan nilai bantuan maksimal

Rpl10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk

material/bahan. Pemberian tersebut diutamakan untuk yang

stunting/rentang stunting, rentan sakit menahun/kronis, dan
penyakit menular lain. Penerima bantuan mendasarkan pada
basis data kemiskinan yang ada dalam sistem informasi desa
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g)

h)

i)

k)

(SID);

Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik

alternatif di kalurahan bagi wilayah yang belum dialiri listrik;

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui

pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana transportasi;

Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi

melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana informasi dan komunikasi kalurahan, antara lain
kegiatan pengembangan Sistem Informasi Desa (SIDA

SAMEKTA), kegiatan dalam rangka optimalisasi dan

pengembangan peran Kelompok Informasi Masyarakat dan

keterbukaan informasi publik.

Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka

peningkatan kualitas sumber daya masyarakat kalurahan,

antara lain:

1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana perpustakaan kalurahan/taman bacaan
masyarakat/sanggar belajar yang mendukung transformasi
perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS);

2) Insentif/Honor pendidik PAUD yang tidak mendapatkan
alokasi dari manapun, APBD maupun APBN dianggarkan
dalam Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah non
Formal Milik Kalurahan; dan

3) Memberi makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan
pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu
hamil sesuai kewenangan kalurahan.

Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka

peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh

dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
kalurahan, antara lain:

1) peningkatan kapasitas dan pemberian insentif untuk Kader
Pembangunan Manusia (KPM);

2) insentif kader Posyandu dan operasional posyandu yang
dianggarkan dalam kegiatan Penyelenggaraan Posyandu; dan

3) optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kalurahan (TKPK Kalurahan).
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D)

Pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana alam
dan non alam mengantisipasi kejadian bencana/keadaan
darurat/keadaan mendesak di Kalurahan, antara lain:

1) operasional kelembagaan Kalurahan Tangguh Bencana bagi
Kalurahan yang telah membentuk; dan

2) untuk kegiatan tanggap darurat agar dianggarkan untuk
mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam pada
Sub Bidang Penanggulangan Bencana dan/atau Sub Bidang
Keadaan Mendesak Kalurahan.

Pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas
pengelolaan badan usaha milik kalurahan/badan usaha milik
kalurahan Bersama sesuai yang tertuang dalam RKP
Kalurahan Tahun 2025;
Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan
dikelola BUMKal/BUMKal Bersama;
Pengembangan Wisata Kalurahan;
Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan,;
Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat
hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan
stunting, penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak
menular, optimalisasi pelaksanaan program jaminan Kesehatan
nasional serta pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor
narkotika, antara lain:

1} pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut,
dan difabel;

2) kegiatan-kegiatan yang mendukung pencegahan dan
penurunan AIDS, Tubercolosis dan Malaria (ATM);

3) operasional penyelenggaraan Kalurahan Sehat/Rumah Desa
Sehat (RDS) yang dianggarkan dalam kegiatan Desa Siaga
atau Penyelenggaraan Kalurahan Sehat;

4) penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
(GERMAS); dan

5) penyelenggaraan layanan dasar kesehatan  sesuai

kewenangan kalurahan antara lain penguatan Poskesdes.
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1}

Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kalurahan, antara
lain:

1} kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan
rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan
masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan,
disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok
rentan lainnya;

2) kegiatan yang mendukung pembentukan, pengembangan
dan optimalisasi peran forum anak di kalurahan dalam
upaya mewujudkan kabupaten ramah anak dan penurunan
stunting;

3) pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan
rentan;

4) penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan untuk
penyusunan RKP Kalurahan dan/atau RPJM Kalurahan;

5) penyelenggaraan Musrenbang Kalurahan untuk Penyusunan
RKP Kalurahan dan/atau RPJM Kalurahan; dan

6) penyelenggaraan musyawarah kalurahan untuk Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan

kewirausahaan masyarakat kalurahan;

Pengembangan seni budaya lokal,;

Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan

penanganan bencana alam dan non alam, antara lain

pembentukan kalurahan tangguh bencana (Kaltana) dan/atau
operasionalnya bagi kalurahan yang telah membentuk Kaltana.

Operasional pemerintah kalurahan dialokasikan paling banyak

3,00% (tiga perseratus) dari pagu Dana Desa. Penggunaan

Dana Desa untuk dana operasional pemerintah kalurahan

meliputi:

1) koordinasi;

2) kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan

3) kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas
Pemerintah kalurahan.

Kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian Prioritas penggunaan
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Dana Desa, kegiatannya dilaksanakan melalui swakelola dengan

mendayagunakan sumber daya lokal Kalurahan dan diutamakan

menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dimana untuk
upah pekerja dialokasikan paling sedikit 50,00% (lima puluh
perseratus) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Padat Karya Tunai Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan

sarana prasarana di Kalurahan atau pendayagunaan sumber daya

alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan
prinsip inklusif, partisipatif, transparan dan akuntabel, efektif
serta swadaya dan swakelola.

Tenaga Kerja pada = kegiatan Padat Karya Tunai Desa

diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan

kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota

masyarakat marginal lainnya. Upah kerja paling sedikit 50,00%

(lima puluh perseratus) dihitung dengan ketentuan sebagai

berikut:

a} besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50,00% (lima puluh
perseratus) dari total biaya per kegiatan yang dilakasanakan
menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;

b} upah kerja paling sedikit 50,00% (lima puluh perseratus)
mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan
material untuk bangunan, penyiapan lokasi pembangunan, dan
pelaksanaan kegiatan pembangunan;

¢) jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu
tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Kalurahan setempat
vang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa;
dan

d) besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan
batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil
kesepakatan musyawarah Kalurahan.

Adapun jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa, antara lain:

a) pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan;

b) wisata Kalurahan;

c) perdagangan logistik pangan;

d) perikanan;

¢) peternakan; dan

f)} industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan.
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Dana Desa tidak diperbolehkan untuk:

a} Pembentukan dana cadangan;

b) Pembangunan kantor Lurah/Kalurahan, balai Kalurahan,
dan/atau tempat ibadah, kecuali bagi Kalurahan yang berstatus
Kalurahan Mandiri pada tahun 2024 dapat mempergunakan
Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor
Lurah/Kalurahan atau balai Kalurahan dengan ketentuan:

1) maksimal 10,00% (sepuluh perseratus) dari total pagu
anggaran Dana Desa; dan

2) diputuskan melalui musyawarah Kalurahan dan disertai
dengan berita acara keputusan musyawarah Kalurahan.

c) Mempergunakan SilPA yang bersumber dari Dana Desa untuk
membiayai kegiatan diluar ketentuan Prioritas penggunaan

Dana Desa.

Belanja yang bersifat mengikat yang bersumber dari Bantuan
Keuangan Khusus Propinsi dan Bantuan Keuangan Khusus
Kabupaten kegiatannya dianggarkan sesuai dengan peruntukan
yang telah ditetapkan untuk bantuan keuangan yang didapat oleh
Kalurahan.

Selain untuk menganggarkan kegiatan yang bersifat wajib dan

bersifat mengikat, Pemerintah Kalurahan menganggarkan kegiatan

Prioritas Kalurahan lainnya sesuai RKP Kalurahan Tahun 2026,

antara lain:

a) penyusunan Profil Kalurahan;

b) penyusunan Monografi Kalurahan;

¢) Perubahan RPJM Kalurahan menyesuaikan UU Nomor 3 Tahun
2024;

d) biaya perlombaan/evaluasi perkembangan Kalurahan bagi
Kalurahan vyang akan mengikuti perlombaan/evaluasi
Kalurahan  dianggarkan dalam  kegiatan Pelaksanaan
lomba/evaluasi perkembangan Kalurahan;

¢) fasilitasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
bagi Kalurahan yang mendapat alokasi kegiatan PTSL dari
Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
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f} operasional PKK;

g) operasional Karang Taruna;

h) operasional LPMK dan/atau LPMP;dan

i) pembentukan dan/atau operasional kelompok informasi
masyarakat (KIM),
Tabel 11.8
BELANJA KALURAHAN KEDUNGPOH
REALISASI 2024 DAN PROYEKSI TAHUN 2025 & 2026
Kode Tahun
Reken Uraian Realisasi Berjalan Proyeksi Ket.
ing (n+1/2024) (n/2025) (n-1/2026)
2. Belanja Kalurahan
Bidang
2.1 :;y::;ni::an 1.036.629,727 1.192.601.039 1.062.672.864
Kalurahan
2.2 E;ldzngmhf;imbangunan 1.239.424.500 1.292.806.000 1.293.201.000
Bidang Pembinaan
2.3 Kemasyarakatan 73.625.000 58.310.000 758.800.000
Kalurahan
2.4 Bidang Pemberdayaan 400.613.000 264.326.000 | 3.141.390.972
Masyarakat Kalurahan
2.5 Belanja Tak Terduga 68.644.000 64.974.432 106.200.000
JUMLAH 2.817.736.227 | 3.872.0177.471 | 6.362.264.836|

3. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
1. Penerimaan Pembiayaan
a} Proyeksi SiLPA 2024 agar dimasukkan dalam APB Kalurahan

Tahun Anggaran 2025. Penganggaran SiLPA didasarkan pada
yang dengan
mempertimbangkan  perkiraan Tahun
Anggaran 2024 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka

perhitungan cermat dan rasional

realisasi anggaran
menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun
Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya
SiLPA yang direncanakan;
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b) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang
bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan, dan
besarannya sesuai Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan
Dana Cadangan; dan |

c¢) Hasil penjualan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan kecuali
tanah dan bangunan, digunakan antara lain untuk
menganggarkan:

1) penjualan aset kalurahan yang dikerjasamakan dengan pihak
ketiga; dan
2) hasil penjualan kekayaan BUMKal.

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan pada BUMKal dan
BUMKalma ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan tentang
Penyertaan Modal. Penyertaan Modal dapat dilakukan apabila;
1) BUMKal telah dibentuk dengan Peraturan Kalurahan;
2) BUMKalma telah dibentuk dengan Peraturan Kalurahan

Bersama,

3) telah memiliki AD/ART;
4) Pengelola BUMKal yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
5) Pengelola BUMKalma yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Bersama Lurah; dan

6) telah memiliki program kerja dan jenis usaha yang dijalankan.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang
telah tercantum dalam Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan
Modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan
Kalurahan tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan
modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang
telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan
Modal.

Dalam hal Pemerintah Kalurahan akan menambah jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan
Modal dimaksud, Pemerintah Kalurahan melakukan Perubahan
Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal tersebut.
Pemerintah Kalurahan dapat menambah modal yang disetor

44




dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada
BUMKal/BUMKalma untuk memperkuat struktur permodalan,
dalam  rangka ~ penyehatan  dan/atau = pengembangan
BUMKal/BUMKalma.

b) Untuk menganggarkan pembentukan dana cadangan, Pemerintah
Kalurahan terlebih dahulu harus menetapkan Peraturan
Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur
tujuan pembentukan dana cadangan, kegiatan yang akan dibiayai
dari dana cadangan, besaran, dan rincian tahunan dana

cadangan yang harus dianggarkan.

Jumlah selisih pembiayaan yaitu selisih antara penerimaan
pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan harus dapat

menutup defisit anggaran.

Tabel I11.9
PEMBIAYAAN KALURAHAN KEDUNGPOH
REALISASI TAHUN 2024 TAHUN 2025 & 2026

Kode Tahun
Rekeni Uraian Realisasi Berjalan Proyeksi Ket.
ng (n+1/2024) (n/2025) (n-1/2026)
3. Pembiayaan
3.1 Penerimaan Pembiayaan
Sisa Lebih Perhitungan
3. 1.1 | Anggaran (SILPA} tahun 79.332.962 97.659.271 50.000.000
sebelumnya '
Hasil Penjualan
3. 1. 2 | kekayaan Kalurahan
yang dipisahkan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan
321 Pembentukan dana
cadangan
Penyertaan Modal
3.2.2 100.000.000 242,273.000 50.000.000!
-| Kalurahan
JUMLAH {20.666.036) | [144.613.729) -
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BAB III
EVALUASI PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat kalurahan,
bukan semata-mata disebabkan oleh internal Kalurahan, melainkan juga
disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kapanewon, kabupaten,
provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin
besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai
sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara
partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai
suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan
efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya
inefisiensi anggaran.

Identifikasi dan Perumusan masalah pembangunan Kalurahan
Kedungpoh dilakukan berdasarkan beberapa aspek, sebagai berikut :

. Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan program RKP Kalurahan memuat review
terhadap perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada
APBKalurahan tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan capaian
target RKP Kalurahan berdasarkan realisasi program dan kegiatan
seperti tabel III.1 dan tabel II1.2 evaluasi rencana kerja pembangunan
kalurahan di bawah ini.
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B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Kalurahan Dan Prioritas

Pembangunan

1. Identifikasi Masalah
Dari hasil analisa berdasarkan RPJMKalurahan diperoleh beberapa
masalah pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1.

Pentingnya peningkatan kapasitas _ penyelenggaraan
pemerintahan kalurahan;

Pentingnya peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan
dasar;

Perlunya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan
lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya
lokal yang tersedia;

Perlunya pengembangan ekonomi berskala produktif;

Perlunya pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan
ekonomi;

Pentingnya pendayagunaan sumber daya alam untuk
meningkatkan pariwisata desa;

Perlunya pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Kalurahan,
Pentingnya Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan
ketahanan masyarakat menghadapi bencana; dan

Perlunya peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga
kemasyarakatan kalurahan.

2. Prioritas Pembangunan

Prioritas program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2026
adalah sebagai berikut :

1.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang jujur dan

berakhlak mulia;

a. Program Peningkatan Pembinaan Taman Pendidikan
AlQuran, Majelis Taklim, dan Pengamalan Agama;

b. Program Peningkatan Komunikasi Takmir Masjid;

c. Program Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
Kalurahan;

d. Program Peningkatan Pembinaan Kelompok Seni Dan
Budaya;

e. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Usia Dini;
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f. Program Peningkatan Pembinaan Pemuda Dan Prestasi
Olahraga.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan
a. Program Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana
Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
b. Program Peningkatan Partisipasi Dan Peran Aktif Masyarakat
Dalam Pembangunan Kalurahan;
c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Kalurahan;
Program Peningkatkan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah
Kalurahan;
Program Pencatatan/ Sertifikasi Tanah Kalurahan;
Program Fasilitasi Pencatatan/ Sertifikasi Tanah Masyarakat;
Program Peningkatan Standar Pelayanan Kepada Masyarakat;

e

= O

. Program Peningkatan Sarana Teknologi Informasi Dan
Komunikasi Dalam Memberikan Pelayanan Publik.
3. Meningkatkan Perekonomian Kalurahan Melalui Pengembangan
Potensi Lokal
a. Program Pengembangan sektor Pertanian, Peternakan,
Perikanan, Kehutanan, dan Perkebunan;

b. Program Pengembangan Industri Rumah Tangga;

¢. Program Peningkatkan Permodalan Dan Pengembangan
Badan Usaha Milik Kalurahan;

d. Program Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan.

4. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Sarana Prasarana
Umum
a. Program Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Umum (jalan, jembatan, Gedung Budaya, Gedung Serbaguna,
Gedung OlahRaga, dll)

b. Program Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendidikan, dan Kesehatan

¢. Program Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Ekonomi Produktif (Teknologi Tepat Guna);

d. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Umum, Pendidikan, Kesehatan, dan
Prasarana Ekonomi Produktif;
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e. Program Pendataan, dan Inventarisasi Hasil Pembangunan

Infrastruktur;
5. Meningkatkan Ketahanan Masyarakat dalam Menghadapi

Bencana Alam, dan Penyakit Menular

a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk
Menanggulangi Pandemic Corona Virus Disease tahun 2019;

b. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana untuk
Menanggulangi Bencana Kekeringan;

¢. Program Peningkatan Edukasi kepada Masyarakat tentang
Pandemic Covid-19, dan Penyakit Menular Lainnya.
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BAB IV
PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN
TAHUN 2026

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Kalurahan

Kedungpoh Tahun 2026 sepenuhnya didasarkan pada hasil musyawarah

perencanaan pembangunan kalurahan.

Prioritas program pembangunan skala kalurahan merupakan

program pembangunan yang mampu dilaksanakan oleh kalurahan.

Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran,

kewenangan, dan adanya sumber daya di kalurahan.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

1.
2.

10.

11.

Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Lurah;

Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Pamong kalurahan
dan staf Pamong Kalurahan;

Biaya iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Lurah, Pamong
Kalurahan, dan Staf Pamong Kalurahan (6,24 % setiap bulan dari
besaran penghasilan tetap per bulan);

Biaya iuran Jaminan Keschatan Staf Pamong Kalurahan (4 % setiap
bulan dari besaran penghasilan tetap per bulan);

Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan
(BAMUSKAL);

Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan
(BAMUSKAL);

Operasional/Insentif RT dan RW;

Biaya iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Bamuskal, Ketua
RW dan Ketua RT;

Pendataan keluarga/rumah tangga miskin (pemutakhiran data
kemiskinan/Basis Data Terpadu) serta penyelenggaraan muskal
penetapan DTSEN;

Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan untuk penyusunan RKP
Kalurahan dan/atau RPJM Kalurahan;

Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang) Kalurahan untuk penyusunan RKP Kalurahan
dan/atau RPJM Kalurahan;
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12

13.
14.
15.
i6.

17.
18.

19.
20.
21.
22,

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32,
33.
34.
35.

36
37
38
39
40
4
42

ol

. Biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah kas kalurahan yang

dikelola oleh pemerintah Kalurahan;

Penyusunan Profil Kalirahan;

Penyusunan Monografi Kalurahan;

Optimalisasi Sistemn Informasi Kalurahan (SIDA SAMEKTA);
Updating Data Kemiskinan, Sosial dan Ekonomi serta
Pemutakhiran IDM dan Pemutakhiran SDGs Desa;

Kegiatan untuk mendukung reformasi kalurahan;

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD
dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut,
listrik/ telpon, dli);

Tunjangan Hari Raya Lurah;

Tunjangan Hari Raya Pamong Kalurahan;

Tunjangan Hari Raya Bamuskal,

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari
Dana Desa;

Belanja Admin Bank;

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan;

Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel;
Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Prasarana Kantor Desa;
Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional;
Penyediaan Vocal Efek Prosesor;

Penyediaan AC kantor kalurahan;

Pengadaan peralatan kerja;

Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja;

Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa;
Penyelenggaraan Musyawarah Padukuhan;

Penyelenggaraan Musyawarah Khusus;

Penyusunan Dokﬁmen Penyusunan RKP Kalurahan;

. Penyusunan RKP Kalurahan Perubahan;

. Penyusunan Dokumen APB Kalurahan;

. Penyusunan APB Katurahan Perubahan;

. Penyusunan Laporan Realisasi APB Kalurahan;

. Pelatihan Jurnalistik;

. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;

. Penyusunan kebijakan desa (perdes/ perkades, dll-diluar dokumen

perencanaan pembangunan/keuangan;
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43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
S1.
52.
53.
54.

Penyusunan Perkal Pengelolaan Aset Kalurahan;

Penyusunan Perkal Pungutan Kalurahan;

Penyusunan Perlur KPM BLT;

Penyusunan Perlur THR;

Penyusunan laporan kepala desa/penyelenggaraan pemerintah
desa(laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan,
laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada
masyarakat);

Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran;
Intensifikasi p.emungutan pajak daerah/ PBB;

Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan;

Sosialisasi dan publikasi standar pelayanan,;

Pengadaan mebeleur (kursi rapat);

Pengadaan pakaian dinas/seragam;

Pengadaan monografi/profil padukuhan.

. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

1.

Operasional Forum Desa Siaga/Kalurahan Sehat dan operasional
Rumah Desa Sehat (RDS);

Honor pendidik PAUD yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD
maupun APBN;

Insentif kader kesehatan dan/atau kader KB yang tidak
mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN;Operasional Forum
Desa Siaga.

Insentif kader Posyandu;

Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
Pemberian stimulan jamban sehat dan/atau stimulan bedah
rumah/RTLH dengan penerima bantuan mendasarkan pada basis
data kemiskinan yang ada dalam sistem informasi desa dan
diutamakan untuk warga masyarakat kalurahan vang
stunting/rentan stunting, rentan sakit menahun/kronis, AIDS,
Tuberculosis, Malaria (ATM) dan penyakit menular lain;

Kegiatan yang berkaitan dengan upaya penurunan stunting di
Kalurahan sesuai hasii Musyawarah Kalurahan mengenai stunting,
Fokus kegiatan diprioritaskan pada kegiatan penanganan stunting
dan penguatan TPPS Kalurahan serta kegiatan dalam rangka
intervensi spesifik, intervensi sensitif dan koordinatif sesuai dengan

basis data sasaran stunting di kalurahan;
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.

26.
27.
28.
29,
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

Kegiatan untuk pengembangan dan fasilitasi Desa Peduli Kesehatan
dengan fokus pada pencegahan dan deteksi pada penyakit AIDS,
Tuberculosis, Malaria (ATM) dan Penyakit menular lainnya;
Kegiatan untuk mendukung program pencegahan, pemberantasan,
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) dan
precursor narkotika,

Pengelolaan sampah dan air limbah rumah tangga;

Deklarasi sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) S pilar;
Pengelolaan wisata kalurahan;

Operasional Penanggulangan Stunting;

PMT Sasaran stunting;

PMT Resiko stunting;

PMT Lansia;

PMT Balita;

Penyuluhan Stunting;

Insentif kader kesehatan dan/atau kader KB yang tidak
mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN;

Insentif kader pobindu;

Insentif kader Lansia;

Insentif kader Posyandu yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD
maupun APBN;

Pengadaan sarpras Posyandu;

Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Keschatan (untuk Masyarakat,
Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll);

Penyuhlthan Kampung KB,

Penyuluhan Ibu Hamil;

Pembangunan RTLH;

Stimuian RTLH;

Stimulan Jamban Sehat;

Honor pendidik PAUb yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD
maupun APBN;

Insentif Guru TPA;

Pembinaan Guru TPA;

Pengadaan sragam kel seni jathil,

Pemeliharaan Gamelan kalurahan;

Pembangunan Talut rt3 Kedungpoh Kidul;
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37. MCK Balai Padukuhan Kedungpoh Kidul;

38. Cor Rabat beton rt 2 Kedungpoh Kulon;

39. Talud badan Jalan rt 04 Kedungpoh Kulon;

40. Drainase rt 1 -2 Kedungpoh lor;

41. cor rabat rt 3-4 Kedungpoh lor;

42. Talud Drainase rt 3 Kedungpoh tengah;

43. Talud rt 2 Kedungpoh tengah;

44. Talud Jalan rt 02-06 Sinom;

45, Cor Rabat beton rt 3 dan 4 Sinom;

46, Cor rabat jalan lingkar Barat rt 01-04 Gentungan;

47. Cor rabat beton Rt 01 dan 02 Gentungan;

48, Drainase rt 03 dan 04 Mojosari;

49. Rehab ruang Gamelan Mojosari;

50. Talud Dan Drainase rt 01 Nglorog;

S1. Cor Rabat Beton rt 02 Nglorog;

52. Talud Rt 03 Parengan Gojo;

53. Talud dan Drainase rt 02 Gojo;

54. Cor rabat RTO3 Klayar;

55. Cor Rabat Rt 04 Klayar;

56. Pembangunan Jalan Padat Karya Dais {gojo, mojosari, kedungpoh
kulon);

57. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dil);

58. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan
Informasi Lokal Desa;

59, Pemeliharaan Sarana internet Kalurahan;

60. Pelatihan Pokdarwis.

. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KALURAHAN

1. Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kalurahan (TKPK Kalurahan);

2. Insentif Kader Pembangunan Manusia yang tidak mendapatkan
alokasi dari APBD maupun APBN dianggarkan dalam kegiatan
Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat;

3. operasional dan optimalisasi peran kelembagaan Kalurahan
Tangguh Bencana (Kaltana} bagi kalurahan yang telah membentuk;

4. Operasional PKK;

5. Operasional Karang Taruna;
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Operasional LPMK;

Operasional Posyandu;

Operasional KIM;

Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban

© ® N o

oleh Pemdes;
10. Pembinaan Jaga Warga,
11. Pembangunan Rumah Budaya Dais;
12. Pelaksanaan upacara adat tradisi;
13. Pelatihan karawitan kalurahan;
14. Pelatihan Tan kalurahan;
15. Pelatihan Reog/Jathilan kalurahan;
16. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional;
17. Penyelenggaraan even olahraga tingkat desa.
. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN
Ketahanan pangan;
Peningkatan kapasitas aparatur kalurahan;
Peningkatan kapasitas BUMKal;
Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat;
Pembinaan/ Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan,;
Bantuan Ternak kambing;
Pembangunan Talud Dais (Lumbung Mataraman);

Pembangunan Cor Blok Dais (Lumbung Mataraman);

© ® N ok N

Pembangunan Rumah Produksi/ showroom (Desa Primal;

. Pembangunan Lumbung Pangan;

—_
™

. Pelatihan Kelompok Wanita Tani;

fa—
b

. Pelatihan dan SL kelompok tani;

-
W

. Pelatihan untuk PKK sinom, kedungpoh lor;

=
LY

. Pelatihan Ketrampilan Bagi Dasawisma gentungan;
. Pelatihan Olahan Makanan Bagi PKK mojosari;

. pemberian alsintan klayar, nglorog;

e
~] O

. Pembangunan/ rehabilitasi pasar desa/kios milik desa;

[a—ry
o

. Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha
masyarakat di tingkat Desa;
19. Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha
masyarakat di tingkat kecamatan/daerah/ nasional;
20. Pemberdayaan kelompok difabel; '
21. Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja;
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22. Dukungan pengembalian pinjaman koperasi desa merah putih.

. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK

L.

2
3.
4

Droping Air bersih
Bantuan Langsung Tunai
Bantuan Makanan
Bantuan Obat-obatan

Rincian bidang, jenis kegiatan, lokasi, volume, sasaran, waktu

pelaksanaan, biaya dan sumber pembiayaan, pola pelaksanaan, serta

rencana pelaksana kegiatan diasajikan dalam bentuk matrik

sebagaimana tertuang pada lampiran dokumen RKP Kalurahan ini.
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BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Kalurahan pada
dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi
pemerintahan dan masyarakat kalurahan saling bekerjasama
membangun Kkalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan
secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada
monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan
di kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama
lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang
informasi bagi masyarakat tidak memadahi.

Proses penyusunan RKP Kalurahan yang benar-benar partisipatif
dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong

percepatan pembangunan sekala Kalurahan menuju kemandirian
Kalurahan.

Kedungpoh, %4. Oktober 2025
LURAH KEDUNGPOH,




BERITA ACARA
HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH KALURAHAN
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN 2026

Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Kalurahan tahun Anggaran 2026 di
Kalurahan Kedungpoh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, DY maka pada:

Hari dan Tanggal . Jum'at, 1 Agustus 2025
Jam : dari pukul 08.00 s.d. pukul 12.00 WIB
Tempat : Balai Kalurahan Kedungpoh

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Kalurahan dalam rangka Penyusunan
Rencana Kel'}a Pemerintah Kalurahan Kedungpoh tahun anggaran 2026 yang dihadiri
oleh wakil-wakil dari masyarakat serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum
dalam lampiran daftar hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur
pimpinan rapat dan nara sumber adalah :
A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah Kalurahan ini antara fain:

1. Pencermatan ulang dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kalurahan yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026;

2. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Kalurahan yang akan digajnakan sebagai dasar
pényusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan kedungpoh Tahun 2026.

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : Prapto Sediyono, SPd, MM dari Ketua Bamuskal

Sekretaris / Notulis : Akhid Hermawan dari Bamuskal

Narasumber : 1. Dwiyono, dari Lurah Kedungpoh
2. Sustiwiningsih S.TP dari Panewu Nglipar

Setelah dilakukan pembanasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut di atas,
selanjutnya seluruh peserta musyawarah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja



Pemerintah Kalurahan Kedungpoh tahun anggaran 2026 memutuskan dan menyepakati
beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari musyawarah ini, yaitu :
1. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kalurahan yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026;
2. Proses dan hasil kesepakatan Musyawarah Kalurahan dituangkan dalam Berita
Acara Musyawarah Kalurahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Kalurahan Kedungpoh.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah Kedungpoh,

Wakil Masyarakat,




DAFTAR HADIR

Hari, Tanggal : '&JM'-\\' .3 Ar‘xuslv% Tots”

Acara ;. Muskeal Refteal ez

Tempat P Renley Rl \'—&mwk

No {Nama Alamat TandaTangan

R ]

2 |SUleArzT pp- kulen 2/&"1(
3 [Hedyb M fefovs_ ( 3/%4;

4 [ 2 /9 ™ RN
5 g5 ¥, Lrv SW .

6 Y e Moyl ooy Q.é{

7 . -l 0

s | Sdyo be Pl %’ * ¥l
s [l 7| A 99¢£ ,,
10 @Vd/( M«b %7 - 10 ﬁ‘

?
13
¥

Bol

oy
]

2. Kilun

"

R
%7

LATVIERw | Un %_

12 (%
|
i 1
15 'TN o 15
16 &\lO Voiesar %o 16 q;r
17 Wou Dy Chopvuc | /?(/
0 1 N 1 g i,f
19\%_% (0 Lod
20 e C  —— 2 E
21 | Wy ~0 i O 2 '
22 | Aok 1o Nderon zm/
23 edp kealar )
24 | fQuSnarsspa, A% /@A
25 | Pk v Poroe AR
26 | Pos~azita e Prh. Teeaan | % //QJL
27 | TL@iinan PP Ao pn | L | (F
28 | Dokanun’ Yendamping Ry Ua+
29 L N Ko Teateb is
30 ' Hdsn ¢11’
30




No |Nama , Alamat - Tanda Tangan

31 | Srohranto Finown 3 ﬁx

2 |lda M kdp leulon 32

3 | MM 4p ¢ PIRJOS AT 3?‘;%5& !/ ;%

34 \ZW M. ’Qas usv u ]

26 35

26 36
. 37

28 38

29 39

40 a0

a1 41

4 a2

a3 43

2 44

45 as

46 26

47 a7

.8 48

4 49

50 50

o1 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

5 59

60 60




s 81 (vx €SS 10)UBY] BUBIBSEL] /FUNpan
yodaunpay 000°000°ST I uBleBUIUS] /ISeNIqeyay / ueunSuequag| gy
todFunpay] 000°000°S 81 1 B52( J0JUEY Bueleseld/JUnpan ueeleyowad|s ]
yodBunpay| 0000006 81 i €sap IG)Uey QY eluveg|9]

. 81 ©S3(] BUB(Q LIE
yodBunpay 000°0se°6¢ I JoquIinsiaq Fued vsaq JejuLiawad _.wco_wﬁonomudm%o?ow cI
yodBuhpay 09€'2S8'€ 81 969 M/ 1Y ueslioedeus)dy srad| b1
yoddunpay 000°000°22 81 969 A M/ 1A Jatesuy[ el

- 81 [P {Lnst] ‘wreselag uereyed
HodBunpay 006°€09°1 ! ‘wnury vexely SILy ‘yede) mem%:o_wﬁono wmﬂv&:om A
yodaunpay 08L L6S 81 801 ddd ueslioyefeuna) srdd|11
yodsunpay 000°0S9'+ 8T 6 (dg viey Lreq uesuelun]|Q]
qoddunpay] 000009 $S 81 801 add uedueluny| ¢

. 81 d31dd wep OIdNd
ﬂawﬁ_ﬂgvm OOO OOO OO.H I .-Oﬂn-: Jmh.ﬁw wwvﬁ— H—.Wuc”_.nvau.m —.NMMME&O Qﬁwﬁwﬂuvﬁ w
yodaunpay 089 tH bE 81 8TT UB(RIN[EY] AUOUTE UeelloNeseualoy srdd| L
yodaunpay] Y98°6€1 T 81 T UBUEINE)] UoWed Ueieyssay Srdd| 9
yod3unpay 089°'S69°2 a1 z1 Teln] ueelIoyeseus)ay] Srdd| S
yodgunpadf 009'L0S 1+ 8T 61 esa(] I8yiuBlad eAey Uey uesuelung|
yodgunpay] 00T ZCTE 6£5 81 8CT ©sa(] JersueIag dejo] Ue[iseysuag| ¢
fodsunpay 000°009°E 81 T B53(] ereday] €ARY Lrey uesuelun]| ¢
yodzunpayy 000007 €t 81 Tl esaQq eredsy] deys uenseysusg| |

Y98 ZZI 8Z0'T
VSAd NVHVININIWEd NVIVDONITIANG ONVAId| V
L 9 S b € Z T
weBuwsoroy weynsynpey /1seno () wwed | . o Bunynpuopjowmnros wejerBoy Sueprg oN
n¥eg ueespyIag _
VIAVIVADOX VMANWILLSI HVIAV] : ISNIAO¥d
INADIDNNNAD ©  NALVINGVY
AVAITON @ NOMANVIVH
HOdDNNATH ©  NVHVANIVY

NVHVINTVA AL NVIVIRRIZONId TISVH NVLIVIDAN VNVONTI
NVHVANTVE NP NVLYWNMAONEd TISVH




yodaunpay| 000°000°'1 81 1 AHL INI5] teunsniusglcy
godaunpay] 000°000°1 81 1 LT W I0[19d veunsniuad[zy
yodsunpay 000000 81 1 ueyernge)y] ueindung [exiad Ueunsuiusd] i
yjodFunpay 000°000°1 81 T uegeinje)] 198y ueejo[98uad [exqlIagd weunsniusd|of
yodSunpoy 000°000"F 81 I w83
198y UBIE[IUSd /ISeSLIRIUSAU] /ISEns[UTupy ueeo[aBuad|ee
yjod3unpay 000'000 T 31 1 18 ddy 1sesiesy uslode| Ueunsniluoy| g
yoddunpa3] 000°000°'T 81 i ueyeqilag reyddy Ueunsniusg|Ze
yod3unpay] 000°000°C 8T I regdyv weunsniusd|og
yodAunpay 000°0S0°1 o1 T Ueyequisd [Bddyy veunsniusg|ge
yod3unpad] 000'859° L 1 1 N3 veunsniuad| ¢
e 81191
od3unpo MITAD
g pa3 000°000°€ Croregoc el | TeNrd s91asyg cc
odaun . . 8I°L1°01 sNsn TEMBASTY
4 P 000°050'1 ‘cror'esosrert| - 1 e Wze
. 8T1°21°91
od3un ue npe, remeisn
Y P 000'S28'C Froregocrert | yronped ye. W, o
od3unpy . . 81°L1°91 n uen uIdd UeeUuBItais, MBASTL
u pay 000'#tE"t rorsgocrezi| © ueyeInge) Ueunsuequiag d qeremeisun|
s 81°L1°01
od3unpa n Temeisn
Yy pPay 000°00E '+ Zroresocrer © ueyeiney| ye |
od3un . 8T°LT°O1 BI1Bp Uil nua
g pay 000°'SzS Zrorseosrert| I e1ep veargyenumag oz
yod3unpay] 000°000°01 uiod enwes| | $DJS B¥ep uelenwad| /7
. 8141701
yodsunpay] 000°000'1 Croregocrezi| ! esa(] yelSouo uwetmsniuag oz
yodaunpay 000 8+0°€ 91°'01 I S3.LA €Iep Uenipfeinuiad|cy
yod3unpay 008°59L° 81 1 | #sea vegeuiomeg wedsreoy wep wenswupy wesoletued
yod3unpoy 000°0L£'S 101" o.w@m.wmm%” 1 (ve ©S3(] [JOIJ URHUNeINWI] URD ‘UBRIBPUS ‘UBUNSNAUI] cz
yodsunpay 000°00S'9 81 1 B9} UEIBTRIN] 019G /UEAIEqId BEOL USEIpaRUSY |
yoddunpay 000°00+'C 81 z Teuorserad( /seUlF URRIBPUIY] UBRIEYIRUWIS] /1Se)Iqeyay -
foddunpay 0007000°T 8T T [393] I0IATeg /UBiTeqlad esep UeBIp2AUad| Q7
yoddunpoy 000°000°S 81 z elid3] Uejerelsd weepesusd|6l




uesunjusH 000°000°0S S1'6 I uo0jeg Yeqey 103[Sg
Tesery| 000°000°0ST S1'6 1 uolad J8qey 10D|pz
yoddunpay 000°SP6'E1 e €T €01 /UBIRYasaY Jopey JRussti|cg
yod3unpay 000°00%'S g 1 Ureuog [eAnSofd|ze
yod3unpsoy 000°000'€ € 4 (seutap} yeyog dnpiy jexereisel ueNeILD UCRUIGWS] Iz
yodSunpsy] 000°5Z8'1 3 S NpUIGSOd 19peH JOUOH |0
yod3unpay G00 0002 € 1 (Id /sspurjod /npuessog BUBIESEI] BURIBS UeeIeyl[auwad 61
yodsunpay 000°000'8 3 1 SCrd reuomseIsdolgl
yodsunpay 000°000'% € I edelg ueqeanjey] reuowetadl 1
yodsunpay 000°S29 € I [ureq nq] veqnnAusg| 91
god3unpa3] 000°0SE'E 5 1 &1 sundwey] TenMAUS]|G1
yodBunpay 000'SL1'8 € i Bunun)g Weynniuad| 1
yodButipay 000°09S'2 € i BUNUM)G UBTeSES TNd|C1
yodgunpay 000°SL8'S ¢ 1 “BUnUNS oA1Ssy 1|71
yod3unpay 000'968°€ 1 5 1 eINed L] 11
yod3unpay 000°000°9 3 i BISUeT LINd[O1
yodzunpayy 000°000°0¢ € 0% BISUE] NPUeAsOq Jopey JOUOH| 6
yodZunpoy 000°000°0¢ € 05 eyTeq Npueisod Jopes| JouoH ] g
yod3unpay 000°005'9 6 i uemyier /305 veynend| 2
tjodFunpoy 000°000°8 6 T e veyneRd| o
Jod3unpay| 000°00S €1 6 i UR)IMeTey UBYNe[og| g
yodFunpay] 000°000°S 6 g UB[oWer) UeBIeyIowma]| 4
godFunpay 000°000°9 3 Tl VdL LUND Ueetiquisd/ueyneRnd| ¢
yod3unpay] 000'SZ0'1¢ £ 0/, Vd.l, nino jRuesu]| g
yod3unpa3| 000°SC0°TL € 00¢ dnvd ninp jnussay| |
000°'T0L°L16 VSAJd NVNNONVENAI NVVNVSHVTId ONVAId| 2
yodsunpay 000°000°T 81 i geld /qeleeq yeled ueingunuiag e USUaIul|Gh
yodaunpay 000°02.°C 81 z UBUNSUR|O Ueleldoy] [Sen[ead Uep SULIOIIION| g5
yodgunpay] 000°000°01 81 0T sell(] Uerexe] Ueepesuad |y
. . 81 EVESTET T ET
yodaunpay 000°00Z°2 vi uep rds/ueueng ueduensy uwelode ueunsniusg|op
yoddunpay 000°000°S 6 1 ©s9(] [SElLIoJU] WSS UesUeqUIssuad|Sh
yod3unpoy 000°€5.°E 81 I YETEIBASE Bpecay

IseuIoju] Uep vs3(]dd1 ‘ess(] eredsy uresode ueunsniuag

Ldd




000°00S°SES LVAVAIVASYN NYVAVAAIENId DNVAIS
yodButipay| 000°000°8 81 i H seysedey uerepuiuad|gy
godsunpayy 000°000' 81 I DId reuoise1ad| gt
yodgunpayy 000°000'+ 81 1 diNd’T eje/uep QAT reuoseradit
Ay 81 (esa( JdM1) essQq veun{sIusy]
yod3unpsy 000°000°¢ I eduenizueusd seurpiooy wiy uesad wesireumdo|o1
yod3unpay 000°009°¢€ 81 144 JeqBIBASE UBBABPISqUId] J9pe)] URBUIQWI]| 6
Yodaunpoy 000°00S°Z 81 1 eunte ], Juesey jeuoseiado| 3
godsunpoy 000°000'S 81 1 [eUoISBU Jesaq ey UejesduLiad ussuesye[od| L
yoddunpay 000°000°S oI i e3ey UE|0 suepiq Ip epniiad Ueetiquiad| o
ann 91 BSI(T jexdul],
YodBunpayy 0000006 t eere0 wep uespnwadsy} BGIOT /[eanssyd UeRIeSBUS[RAUS] [
yod3unpay 000°000'E € T ugBWedesy ey ueuils UBoquiog|
godaunpay] 000°000 08 81 i B3rep esep Useulquisd| ©
yodsunpay 000000 € 81 T BUBOURH YN3FUB], BS3(] UBESBqIIS[oN UCeUIquiad| 7,
Y 81 SapuIdd Ya[o ueqnialdy /ueueiiesyf
yodBunpay 000°000°s I egeua] sejisedey] usyeySuiusg R werenduag| |
000°001°S01 NVILVAVIVASVNTE NVVNISWId ONVAIE
_ Sg
yodaunpay 000°000°'€ Lre I BS3Q STHIN BIesIp elo[Busd seysedey uereBurusg e
(esap ueune) 000°000°S1 6 z ueyeIniey
10 11 (npy yod3unpay ueure] 1pue Jewe)] uep Uenwaliad ueny ueunsueqiuag ce
. . 81 BS(] [EYO] ISEULIOJU] UBp
yoddunpay 000°000°2 I IseyfunuIoy 1sereisu]/usdurep teyenquisg uep uvejosuad|ze
Yod3unpay 000°000°¢ 81 T {1d oyired ‘129s04) BSa( QN ISBULION] UrereBBudeiuad Ie
J010[3N 000°'000°0T 9 1 U1s19q Jry wedurer /wesiuedid |0
o1
e NDIVD Wuny yede] yepl], yewny]
yodBunpay 000°000°01 ¢ qeyay /ueunusquiad werdol] uveesyead usluring 67
To[qod3unpay 000°000°001 S1°6 i SSeUEIq| Qg
uorny yodFunpay 000°000°001 st's 1 Uee uepeq puyey, 1
mpnj yoddunpay 000°C00°061 ste I U033 yeqey 1o oz




Ipfezpuly welsny

kS

unsniuad wi

Yere) weBued uewWeUE], ISYNPOIJ weyeNSUrLSg

LwJo.Ior\r yod3unpay]
+98°'€09°799'C
yodaunpay 000°00Z°19 T I HesIpPUI UTepes)] UBuesueUsd| ¢
yodaunpay 000°000°ST 11 I BUBOUIG TeueMIdueiiod Uejeisoy| |
000°00Z°92 : VSId AVSIANTN
NVA IVNNVA ‘VNVONTE NVONVINDONVNIL ONVAIE
91
godzunpay] 000'000°E AN 1 Bsop Jesed uedunssuy] Ip suedepad ureuIqUI |G
god3unpay 000°000°0S L1°6 T €SS NI S0D]/es3(] J8sed qelay/ Ueunsuequiod| v 1
godsunpay 000°000°02 L1'6 1 283 NNd Jojuey] Sunpan uetnguequad|z i
. . LT'6 (sapwsg Y910 ueqBURSHETID
qodBunpoy 000°000°€ ! 34 uvynE[Rd) Bseq zmum__m uesoBUd weyelRd| 1 1
. . 6 BEIP JEN3UL) JBereisew eyesn
yodzunpay 000°000°0¢ € qupoad soword /usunSuequiad uelsured ueered8usip uad|o1
@ .
. reuoiseN /yeioeq /uejeweody jexdun Ip JeyeIsisen eyesn
yodaunpay 000°000°01 I Anpoid weraured /1sowoxd werep jodworey ueunLndusg 6
yodzunpay 000°000°S € 1 efIen;oy Geuwye;o) ueeulquiag| 8
O 01 (seqiqesiq
yod3unpayy 000°000°c I duepuedusd) s|qepq Suepueius werendusg uep ueynead| 2
yodaunpay 000°600°01 8l T esa(] Inyeredy sejsedey uejensuruad
yodsunpay 000'000°6 81 1 (dd seysedey uejeysuiuad| g
yodFunpay| 000°'00s°E 81 1 es3( yeysueisd sejnedey] uejesduiusd| g
yodBunpay 000°000°08 et ot wepiodep /e sjodmofey weeAuprquiad/uveuqudg|
- z1 {mp
yod3unpay 000°000"00T esa] Funqun]) eseq jexBur] veSued ueueyr)s) uejenIusg ©
.. Z1 (Buepues|/uee[o[oguad /1sHnpoid
noamﬁsnov_ 000°000°06 J8[8) UENEBUIS)o] ISHNPOL] reyeqduitisd| 2
uesu uad ojegduad /18 d
yodBunpey 000°000°0S 1 el (ueBunBsuad Jues|o[esuad /is:npos




PROYEKSI PERUBAHAN PENDAPATAN ASLI DESA, PAGU INDIKATIF KELOMPOK TRANSFER

DAN PENDAPATAN LAIN- LAIN

TAHUN 2026
KALURAHAN : KEDUNGPOH
KAPANEWON : NGLIPAR
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
No Indikatif Program/ Kegiatan Desa Jumlah dana (Rp) Keterangan
1 |Pendapatan Asli Desa (PADes) Rp 19.814.000
A |Hasil Usaha Desa; Rp 5.850.000
B Hasil Pengelolaan Aset Desa; Rp 10.490.000
C |Swadaya, Partisipasi, dan gotong-royong;
D lLain-lain Pendapatan Asli Desa Rp 3.474.000
II |{Kelompok Dana Transfer Rp 6.323.706.200
A {Dana Desa (APBN] Rp 1.211.365.000
B |Alokasi Dana Desa Rp 863.980.500
€ |Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi 116.760.700
D-[Bantuan Keuangan 4.131.600.000
1. APBD Provinsi 3.950.000.000
2. APBD Kabupaten 181.600.000
III |Pendapatan Lain-lain Rp 18,744,636
1. Hibah
2. Sumbangan Pihak ke tiga Rp 16.000.000
3. Bunga Bank Rp 2.744.636
Total Pendapatan Rp 6.362.264.836
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DAFTAR RENCANA KEGIATAN HASIL RPJM KALURAHAN
KALURAHAN KEDUNGPOH, KAPANEWON NGLIPAR TAHUN 2026

KALURAHAN  : KEDUNGPOMH
KAPANEWON  : NGLIPAR
KABUPATEN  : GUNUNGKIDUL

PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Menduku
Perkiraan Pagu Lokasi/
No Bidang Kegiatan Volume Dana (Rp.} Padukuhan ng :.I::Gs Keterangan
2 3 4 [3 [ 7
A {BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 1.028.122.864
1 |Penghasilan Telap Kepala Desa 12 43.200.000 | Kedungpoh 18
2 |Tunjangan Hari Raya Kepala Desa 1 3.800.000 { Kedungpoh 18
3 |Penghasilan Tetap Perangkat Desa 228 §39.322.200 | Kedungpoh 18
4 _|Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa 19 41.507.600 | Kedungpoh 18
5 |BPJS Ketenagakerjaan Lurah 12 2.695.680 | Kedungpoh 18
6 |BPJS Kesehatan Pamong Kalurahan 24 2.139.864 | Kedungpoh 18
7 |BPJS Ketenagakerjaan Pamong Kalurahan 228 34.444.680 ; Kedungpoh 18
8 |Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor -
PKPKD dan PPKD dil) ! 100.000.000 § Kedungpoh 18
9 {Tunjangan BPD 108 54.600.000 | Kedungpah 18
10| Tunjangan Hari Raya BPD 9 4.650.000 | Kedungpoh 18
111BPJS Ketenagakerjaan BPD 108 597.780 | Kedungpoh 18
12| Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum,
Pakaian Seragam, Listrik dif) ! 1.603.900 | Kedungpoh 18
13 [Insentif RT/RW 696 27.000.000 | Kedungpoh 18
14|BPJS Ketenagakerjaan RT/RW 696 3.852.360 | Kedungpoh 18
15]|Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber
dari Dana Desa 1 29.350.000 | Kedungpoh 18
16 |Betanja AC kantor desa 1 9.000.000 | Kedungpoh 18
17 |Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa _ 1 $.000.000 | Kedungpoh 18
18| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana
Kantor Desa **) 1 25.000.000 | Kedungpoh 18
19|Pengadaan Perajatan Kerja 2 5.000.000 | Kedungpoh 18
20|Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel 1 1.000.000 | Kedungpoh 18
21| Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 2 2.400.000 | Kedungpeh 18
22 |Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Perglatan Kerja 1 6.500.000 | Kedungpoh 18
23 12345,
. 6,8,9,10,1
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profit Desa **} 1 5.370.000 { Kedungpoh 2161471
8
24| pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desal 1 1.765.800 | Kedungpoh "
25|Pemutakhiran data DTKS U 3.048.000 | Kedungpoh 10,16
26 1,23,4,5,
' 6,8,9,10,1
Penyusunan Monografi Desa 1 1.000.000 | Kedungpoh 216171
8
27 |Pemutakhiran data SDGs 1 10.000.000 | Kedungpoh_Isemua poin
28 1,2,345,
Pemutakhiran data IDM 1 525.000 | Kedungpoh |"yeros
8
29 12345,
Lk J1
Musyawarah Kalurahan 2 4.300.000 | Kedungpoh g,f:ll;) 1
: 8
30 1,2,3,4,5,
: 6,89,10,1
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan 2 4.344.000 | Kedungpoh 216,17 1
8
b p | 12,345,
6,8,9,10,1
Musyawarah Padukuhan 1 2.875.000 | Kedungpoh 216171
8
a2 1,2,3,4,5,
689,101
Musyawarah Khusus 5 1.050.000 | Kedungpoh 216171
8
33 12.3.4,5,
. 6,8,9,10,1
Review RPJMKal 1 3.000.000 { Kedungpoh 2,1617,1
8
34 |Penyusunan RKPKal 1 7.658.000 | Kedungpoh 18




35 |Penyusunan RKPKal Perubahan 1 1.050.000 ) Kedungpoh 18
36| Penyusunan APBKal 1 2.000.000 | Kedungpoh 18
37 | Penyusunan APBKal Perubahan 1 1.000.000 | Kedungpoh 18
38 |Penyusunan Laporan Realisasi APBKal 1 1.000.000 | Kedungpoh 18
39 Pengelolaan Administrasi/ InventarisasifPenilaian Aset Desa 1 4.000.000 | Kedungpoh 18
40|Penyusunan Perkal Pengelolaan Aset Kalurahan 1 1.000.000 | Kedungpoh 18
41 |Penyusunan Perkal Pungutan Kalurahan 1 3.000.000 | Kedungpoh 18
42 Penyusunan Periur KPM BLT 1 1.000.000 | Kedungpoh 18
43 |Penyusunan Periur THR 1 1.000.000 | Kedungpoh 18|
44 [Penyusunan Lapecran Kepaia Desa, LPPDesa dan Informasi
Kepada Masyarakat 1 3.753.000 | Kedungpoh 181
45 [Pengembangan Sistem Informasi Desa i 5.000.000 | Kedungpeoh 9
46 |Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan
Semestoran 14 2.200.000 | Kedungpoh 18
47 |Pengadaan Pakaian Dinas 20 10.600.000 | Kedungpoh 18
48 |Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan 2 2.720.000 | Kedungpoh 18
49 |Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB 1 2.000.000 | Kedungpoh 18]
B |BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 917.701.000
1 |Insentif Guru PAUD 300 72.025.000 | Kedungpoh 3
2 [Insentif Guru TPA 70 21.025.000 | Kedungpoh 3
3 |Pelatihan/Pembinaan Guru TPA 12 6.000.000 | Kedungpoh 3
4 {Pemeliharaan Gamelan 5 5.000.000 | Kedungpch )
5 |Pelatinan Karawitan 1 12.500.000 | Kedungpoh 9
6 |Pelatihan Tari 1 8.000.000 | Kedungpoh 9
7 |Pefatthan Reog/Jathilan 1 6.500.000 | Kedungpoh 9
8 |Honor kader Posyandu Balita 50 30.000.000 | Kedungpoh 3
9 [Honor kader Posyandu Lansia 50 30.000.000 | Kedungpoh 3
10|PMT Lansia 1 6.000.000 | Kedungpoh 3
11[PMT Balita 1 13.896.000 | Kedungpoh 3
12|PMT Resike Siunting 1 5.875.000 | Kedungpoh 3
13]PMT Sasaran Stunting 1 7.560.000 | Kedungpoh 3
14| Penyuluhan Stunting 1 8.175.000 | Kedungpoh 3
15| Penyuluhan Kampung KB 1 3.350.000 | Kedungpoh 3
16| Penyuluhan Ibu Hamil 1 625.000 | Kedungpoh 3
17 10Operasional Kalurahan Siaga 1 4.000.000 | Kedungpoh 3
18| Operasional RDS 1 8.000.000 | Kedungpoh 3
19|Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 1 2.000.000 | Kedungpoh 3
20|Honor Kader Posbindu 5 1.825.000 | Kedungpeh 3
21}Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 1 3.000.000 | Kedungpoh 3
22 [Festival Sanam 1 5.400.000 | Kedungpoh 3
23 [insentif keder kesehatarKB 23 13.945.000 | Kedungpoh 3
24 |Cor Rabat Beton 1 150.000.000 Klayar 9,15
25|Cor Rabat Beton 1 £0.000.000 | Gentungan 9,15
26 Kedungpoh
Cor Rabat beton 1 180.000.000 Kidul 9,15
27 kedungpoh
Talud badan Jalan 1 100.000.000 kulon 9.15
28| Drainase 1 100.000.000 {Kedungpotior| .
29 [Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab
Rumah Tidak Laysk Huni GAKIN 2 10.000.000 | Kedungpoh 10
30[Pipanisasi/ Jaringan Air bersih 1 20.000.000 | Nglo 6
% penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balino DI | 1 3.000.000 | Kedungpoh 8
32|Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/instalasi Komunikasi
dan Informasi Lokal Desa ! 2.000.000 | Kedungpoh 18
33 " Kedungpoh
I:;Tr::gunan Ruang Pertemuan dan Kamar mandi taman 2 15.000.000 | Kidul & 01
{taman desa) 9
34| Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa 1 3.000.000 | Kedungpoh 9,17
C |BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 97.100.000
1 |Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga ;
Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes ! 5.000.000 | Kedungpohy 18
2 jPembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana 1 3.000.000 | Kedungpoh 18
3 |Pembinaan Jaga Warga 1 $0.000.000 | Kedungpoh 18
4 |Pemberian stimulan kegiatan keagamaan 1 3.000.000 | Kedungpoh 3
$ {Penyelenggaraan Festival/lLomba Kepemudaan dan Olaraga
Tingkat Desa 1 9.000.000 | Kedungpoh 16
6 |Pembinaan Pemuda di bidang Olah Raga 1 5.000.000 | Kedungpoh 16
7 |Pelaksanaan peringatan hari besar nasional 1 5.000.000 | Kedungpoh 18
8 |Operasional Karang Taruna 1 2.500.000 | Kedungpoh 18
S |Pembinasn Kader Pemberdayaan Masyarakat 24 3.600.000 | Kedungpoh 18
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Kemiskinan Desa (TKPK Desa) ! 30000001 Kedungpoh 18
11 |Operasional LPMD dan/atau LPMP 1 4.000.000 | Kedungpoh 18
12 {Operasional PKK 1 4.000.000 | Kedungpoh 18
D |BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 535.500.000
1 {Peningkatan Produksi Tanarnan Pangan (alat
produksifpengelolaanipenggilingan) 150.000.000 | Kedungpoh 12
2 |Peningkatan Produksi Peternakan (alat
|produksifpengeiolaan/kandang) $0.000.000 | Kedungpoh 12
3 |Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa {Lurnbung
Desa dif) 100.000.000 | Kedungpoh 12
4 |Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan 10 50.000.000 | Kedungpoh 12
5 |Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 1 3.500.000 | Kedungpoh 18
6 [Peningkatan Kapasitas BPD 1 9.000.000 | Kedungpoh 18
7 |Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 1 10.000.000 | Kedungpoh 18
8 |Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang
Disabilitas) 1 2.000.000 | Kedungpoh 10
9 |Pembinaan ketahanan keluarga 1 5.000.000 | Kedungpoh 3
10{Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha
masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional ! 10.000.000 | Kedungpoh 9
11| Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk
usaha masyarakat tingkat desa 3 30.000.000 § Kedungpoh 3
12|Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg
ditaksanakan oleh Pemdes) ! 3000000 | Kedungpoh | ¢ ¢y
13 [Pembangunan Gedung Kantor BUM Desa 1 20.000.000 | Kedungpoh 817
14 |Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa 2 50.000.000 | Kedungpoh 9,17
15| Pembinaan pedagang di lingkungan pasar desa 1 3.000.000 | Kedungpoh 517
| E |BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT
| __|DAN MENDESAK DESA 78.200.000
1_|Kegiatan Pgnanggulanan Bencana 15.000.000 | Kedungpoh 11
2 |Penanganan Keadaan Mendesak 61.200.000 | Kedungpoh 11
2.654.623.864
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DAFTAR USULAN RKP KALURAHAN (APBD KABUPATEN, APBD DIY, DAN APBN TAHUN 2027 SERTA DANA KEISTIMEWAAN 2028

Kalurahan . KEDUNGPOH
Kapanewon : NGLIPAR
Kabupaten : GUNUNGXIDUL
Provinai : DIY
Sumber
; . Mendukung . . Pembiayaan
No [Bidang/ Jenis Lokasi Volume Sasaran/ manfaat  |Sasaran Praldr {“‘R p; Biaya | APBN, APBD
Kegiatan SDGs DIY, DAIS,
APBD KAB)
] [Basis Data 10 Padukuhan | 1 | sk | Basis Data Padukuhan 18 1.000.000 | APED KAB
Padukuhan
Kedungpoh
000. D KAB
2 |Laptop Kidul, Shaorm 2 | s | Laptop Pamong kalurahan | 9,18 30.000.000 | aPB
berjalannya Catering PKK D
3 |Alat Prasmanan Gentungan 1 pkt dengan bail 9 5.000.000 | APBD KAB
4 [rakdanlemard  |Mojosasi 1 | g | Tersedianya Mebeler Balai 9 2.000.000 | APBD KAB
—Padukuhan
Pengadaan Mebeler | Tersedianya Mebeler Balai
kt i .
5 Balai Paduluhan Sinom 1 [ Padukuhan 9 10.000.000 | APBD KAB
6 {Aspal mﬁ'w‘ t | ekt | Terbangunnya Aspaljalan [ 89,11 100.000.000 | APBD KAB
Kedungpoh
7 ;"mb“‘“"“ Jalan | am 02, 04, 1| ok T"‘”""‘g“““EYa AksesJalan | oo 1y 30.000.000 | APBD DIY
aru Mojosari RT 01
Sinom RT 04 ,RT) Lancarnya Akses jalan
8 |Pengerasan Jalan (o AT 2 | et atsimn boajen 89,11 30.000.000 | APBD DIY
9 {Cor Rabat ,'[f::“"s'”h 1| pee T""’“‘“’J:i’; CorRabat | g4 44 100.000.000 | APBD DIY
10 |Cor Rabat Mojosari 03,04 | 1 | sk | T b”‘g“’;“"‘ CorRabat | 451y 50.000.000 | APBD KAB
Kedungpoh Terbangunnya Cor Rabat
11 |Cor Rabat Ko P02 1] e Jon 89,11 30.000.000 | APBD KAB
Kedungpoh Lor Terbangunnya Cor Rabat
12 {Cor Rabat Rror o ereal 1] e 0 89,11 30.000.000 | APBD KAB
13 |Cor Rabat ?’“‘" RTOI-RT | | o ng““}““ CorRabat | g4 11 100.000.000 | APBD DIY
14 |Cor Rabat Nglorog RT 04, | | | p | TerbangunnyaCorRabat | oo 30.000.000 | APBD KaB
02, 01 Jalan
Sinom RT 02,RT| Terbangunnye Cor Rabat
15 |Cor Rabat oarros Rros| | ™ i 89,11 100.000.000 | AFED DIY
Kedungpoh Terbangunnya Cor Rabat
16 [Cor Rabat Ko 1| ekt " 89,11 50.000.000 | APBD KAB
17 |Cor Rabat Gentungan 1| em T"’b’“g”“}“ya CorRabat | 2411 100.000.000 | APBD KAB
Gojo RT 04, 05, Terbangunnya Cor Rabat
18 {Cor Rabat o1 08 1 | pt Jelay 8,9,11 100.000.000 | APBD DIY
19 |Crosway Sinom - Gojo 1 | sk | “Terbangunnya Crosway 89,11 30.000.000 | APBN
Kedungpoh
20 |Crosway Rehab Kidul 01, Klayar | 1 pkt Rehabilitagi Croaway 8,9,11 30.000.000 | APBD KAB
06
21 {Gapura g,;’?ga' arengan | 1 | pw | Terbangunnya Gapura 9,18 15.000.000 | APBD KAB
Sinom RT 02 RT —
22 |Bok Deker O3RTO4, RTOS,| 1 pkt Terbangunnya Bok Deker 89,11 50.000.000 | APBD KAB
RT 06, klayar
Gojo 0205,
23 |Jembatan klayar, Mojosari | 3 | ekt | Terbangunnya Jembatan | 89,11 150.000.000 |  APBN
04
24 |Rehab Bendungan ;‘:‘:"fh 1 | ekt | Rehabilitasi Bendungan | 6,8,9,12 50.000.000 | APBD DIY
25 | Drainase Gentungan02 | 1 | pue T“ba“’-““;‘“"a Drainase 8,9,11 50.000.000 | APBD KAB
26 [Drainase Gojo RT 03 1| g | T ba“g“’mJ ya Drainase 89,11 30.000.000 | AFBD KAB
p Kedungpoh Terbangunnya Drainase
27 |Drainase Ko g P ek e 8,9,11 50.000.000 | APBD KaAB
. Kedungpoh Terbangunnya Drainase
ht
28 |Drainase Tenganor oz | 1| ® g 89,11 50.000.000 { APBD KAB
29 |Drainase Klayar 1 | e | TeangunryaDrainase | g4, 50.000.000 | APBD KAB
. Mojosari 01, 02, Terbangunnya Prainase
30 |Drainase 05 o 1| e T 89,11 50.000.000 | APBD KAB
31 {Drainase Nglorog RT03 | 1 | st T"""‘“g“j‘“’“ Drainase | 44y 50.000.000 | APBD KAB
Sinom RT 02 RT .
32 [Drainase 03RT 04,RTO05,( 1 | pu | Terbangunnya Drainase 8,9,11 50.000.000 | APBD DIY
BT 06 Jalan




Gojo jalan .
33 |Drainase kabupaten gojo | 1 | ekt T""m‘“‘mm“‘m 8,9,11 30.000.000 | APBD KAB
LTt
34 g;hab Drainase RT |Kedungpoh 1] ek Rehabilitasi Drainase 89,11 50.000.000 | APBD KAB
35 |Embung RT 04 KedungpohLor | | | pkt | Terbangunnysa Embung | 8,9,11,13 3.000.000.000 | APBN
Kedungpoh Lor,
Klayar,
Mojosari, : : .
36 |instalasi air bersih  |Kedungpoh 5 | ekt tersedianya Air besih 6,9 10.000.000 { APBD KAB
. masyarakat
Kidul,
Kedungpoh
Kidul 01, 04
37 [Jamban Sinom 1| pa | TerbangunnyaJamban 3,6 10.000.000 | APBD KAB
Jaminan Kesehatan | . Kesehatan masyarakat
Kkt . .1 10.000.000 | APBD KAB
38 Masyarakat Sinom 1 pl tex] 3
Pelatihan Kapasitas
39 m%;at dan Sinom i pkt peningkatan kapasitas 17,18 3.000.000 | APBD KAB
padukuhan
40 Gedung TK Gajo 1 pkt | Terbangunnya gedung TK 4 30.000.000
41 |rehal gedung TK Gentungan 1 pkt  jRehabilitasi Gedung TK PKK 4 50.000.000 | APBD KAB
Pembangunan
lapangan
42 |Badminton besi  |Mojosari 1 o | T b““g:;’f_?;::fms‘m 3,11 6.000.000 | APED KAR
tiang net, cook, dan
raket
43 |Poskamling RT 01 Ee:t:ll gpoh 1 pkt | Terbangunnya poskamling 16 15.000.000 | APBD KAB
Rehab jalen - rehabilitasi aspal jalan
kt .000.
44 | dmaten Klayar, Ngiorog | 2 P taburaten 8,911 300.000.000 | APBD KAB
43 |Talud Jalan Aspal :::ul epoh 1 pi | Terbangunnys talud Jalan 8,9,11 100.000.000 | APBD KAB
46 [Talud gf“t“"”" RT | 1 | ek | Terbangunnya taludJalan | 89,11 50.000.000 | APBD DIY
47 |Talud Gojo 03, 06, 08 1 pkt_ | Terbangunnya taiud Jalan 8,9,11 50.000.000 | APBD KAB
Kedungpoh
48 |Talud Kidut Kuburan i pkt | Terbangunnya talud Jalan 89,11 50.000.000 | APBD KAB
Kedungpoh
49 |Talud Kulon RT 04 1 pt | Terbangunnya talud Jalan 89,11 $0.000.000 | APED DIY
Kedungpoh
50 |Tatud Ten 01, 04 1 pkt | Terbangunnya talud Jalan 89,11 50.000.000 | APBD DIY
51 {Talud af‘y‘” RTOL-RTl 4 | sk | Terbangunnya talud Jatan | 89,11 30.000.000 | APBD KAB
52 {Talud Mojosari D4 1 pkt | Terbangunnya talud Jalan 89,11 30.000.000 | APBD KAB
N RT
53 |Talud 0231°;3°3 OL | 1 | skt | Terbangunnya talud Jalan | 89,11 30.000,000 | APBD KAB
Sinom RT 01 RT
54 |Talud 02 RT 03 RT 04, 1 pkt | Terbangunnya talud Jalan 89,11 100.000.000 | APBD DIY
RT 05, RT 06
Pengadaan sarana
55 |prasarana Forurq . "t Tersedianya Sarana 11,13,16,17,
Pengurangan Resiko Sinom 1 p pra FPRB 13 4.000.000 | APBD KAB
Bencana (FPRB)
Gojo,
angkong, potong Kedungpoh tersedianya Sarana
56 rumput, tossa Kidul, Klayar, 4 pit prasarana kebersihan 6,12 9.000.000 | APBD KAB
Nglorog
57 |Pelatihen Guru TPa | Xedungpoh 1 | o [terlathnya guru TPA sesuai 4 3.000.000 | APBD KAB
Kidul kompetensi
. Peningkatan kwalitas dan
Pelatihan Kapasitas [_. - i
58 bagi Pengrajin Kayu Sinom 1 pkt | kwantitas produksi olahan 8,12 3.000.000 | APBD KAB
kayn
Pelatihan
59 |Pengelolaan Sumber|Sinom 1 pkt Pelatihan 3,15 3.000.000 | APBD DIY
Daya Alam
Pelatih; i
60 |Feioe 2" AKSe%MS: | var 1| wa Pelatihan 8,12 3.000.000 | APBD KAB
Pelatihan teknisi
51 | urnur vor Nglorog 1] ew Pelatihan 8,12 3.000.000 | APBD DIY
62 Ipelatihan bengkel |Nglorog 1 pkt Pelatihan 8,12 3.000.000 | APEBD KAB
Nglorog,
63 |Pelatihan las kedungpo 2 pkt Pelatihan 8,12 3.000.000 | APBD KAB
tengah
Pelatihan Teknisi .
4 3 p
6 s tus Mojosari 1 pkt Pelatihan 8,12 3.000.000 | APBD KAB
Arsaitelct
65 urGaya g ingpoh 10 [ pkt | Rumah Tidak Layak Huni 1,10 500.000.000 DAIS

Yogyakarta [RTLH)




Sinom,
66 |RTLH Kedungpoh 10 | e | Rumah Tidak Layak Huni 1,10 1.000.000 { APBD DIY
Kulon, Klayar
68 |Demplot Jogja Hijau|Kedungpoh 1 pkt Demplot 8,12,15 30.000.000 DAIS
Fagilitasi Alat
Kesenian Untuk
i 1 Gamelan 9,18 250.000.000 DAIS
70 | rap / Kelompok Kedungpoh pkt ame
Pelestari Budaya
Pelatihan Seni
Gedruk karang | Kedungpoh Pelatih 9,18 10.000.000 | APBD KAB
1 tarunsa seragam dan |Kulon ! pit an '
alat musik
- ::I: Tosan Ajidan |y o 1| Peralatan Tosan 9,18 1.000.000 | APBD KAB
Pelatihan Seni : ,
2 9,18 3.000.000 | APBD KAB
73 Terbang & Hadroh Sinom, Nglorog pkt Pelatihan
Pelathan pahat Kedungpoh .
1 89,12,18 5.000.000 | APBD KAB
74 ukir, lukis T ; pht Pelatihan
75 |Pelatihan gamel Klayar 1 pkt Pelatihan 9,18 3.000.000 DAIS
76 [Pelatthan seni Nglorog 1 pht Pelatihan 9,18 3.000.000 | APED KAB
pelatihan kesenian . :
77 {kendang) Gojo 1 pkt Pelatihan 9,18 3.000.000 | APED KAB
78 |oathan Tata Sinom 1| ek Pelatihar 59,18 3.000.000 | APBD KAB
usana Jawa
Perawatan Alat Kedungpoh Lor, i
79 K . Nglorog 2 pkt Pelatihan 9,18 5.000.000 { APBD KAB
80 [Gamelan Klayar PKK 1 pkt Kelompok Seni Karawitan 9,18 25.000.000 Dals
Pengadaan Alat . Kelompok Hadroh dan
81 Musik Tert Sinom, Nglorog 2 pkt terbang 9,18 20.000.000 | APBD KAB
Pengadaan
82 {Peralatan dan Sinom 1 pht Kelompok 9,18 10.000.000 | APED KAB
Kaostum Seni Reog
83 kseragam seni jatilan ¥::;'lhgpoh 1| pke Kelompok 9,18 7.000.000 | APBD KAR
84 |Gelar Budaya Jogja |Kedungpoh 1 pt Pentas Budaya{Srandul) 9,18 10.000.600 DaiS
Penyelenggaraan
85 |festival seni, budaya]Xedungpoh 1 pkt Pentas Kesenian 49,18 30.000.000 DAIS
dan agama
Stimulan Nyad: .
86 '; vadran |ayar 1| ke Adat Tradisi 9,18 10.000.000 | APBD DIY
kegiatan kesenian , .
87 di kedu h park Mojosari 1 pkt Pentas Kesenian 9,18 10.000.000 | APBD DIY
PeraampiRgan Sea
karawitan tiap Kedungpoh .
&8 Jam minggu dan |Kulon, Sinom 2 plat Pelatihan 9,18 13.000.000 { APBD DIY
o
Pembangunan
89 3 Seni Sinom 1 pkt | Permbangunan sanggar seni 9,18 50.000.000 | APBD DIY
Pembangunan :
90 |Tempat gamelan  [Mojosari 1| o P’“’b"“g“kzzn balai 9,18 30.000.000 | APBD DIy
balai dusun padukuhan
Pengadaan Seragam [Kedungpoh ;
91 Lusik Kulon 1 pkt seragam turik 9,18 5.000.000 | APBD KAB
Jaringan Internet  |Kedungpoh
92 |Untuk Padukuhan |kulon,gentunga 1 Pkt |pengadaan jaringan intemet|  4,9,10 50.000.000 DAI3
Diarea Blank Spot  |[n




Kedungpoh
93 |wifi Padukuhan kulon.gentunga | 1 pkt | pengadaan wifi padukuhan 4,9,10 1.000.000 | APBD DIy
n
Jagawarga s¢ kalurahan | .0 g 75.000.000 |  DAIS
94 |Omah Jagawarga |Kedungpoh i pkt kedungpoh W17,
Kedungpoh
[Kulon,
95 |HT dan senter Kedungpoh 4 pkt | Alat komunikasi dan senter | 16,17,18 4,000,000 | APBD DIY
Tengah, Sinom,
Gojo,
gg [Fadat Karya Jogia {4\ nomon 1] Pembangunan JUT 1,89 100.000.000 |  DAIS
Istimews
Gojo, Klayar RT
03 dan 04,
97 lJuT Nglorog, 4 pit Jur 89,11 100.000.000 | APBD DIY
Kedungpoh
Kidul
Pemanfaatan
Pekarangan Derngan
98 |Lumbung Kedungpoh 1 Pkt KWT 5,8,11,12 100.000.000 DAIS
Matararnarn
{Karangkitri)
99 P:"fgl}ja“ pertanian |\ oiosari 1| ea KWT 5,8,11,12 3.000.000 | APBD KAB
1
s Kedungpoh .y
100 bibit sayuran Tengah 3 pht bibit Sayuran 5,8,11,12 1.000.000 | APBD KAB
107 |Petatihan Gentungan t pet Pelatihan 2,8,9,12 3.000.000 | APBD DIY
Ketahanan pangan
KWT (tong rajut
102|benih, terpal, fedungpoh Lor, | 5 | e | Peralatan Penanaman sayur| 5,8,11.12 3.000.000 | APBD KAB
el Gentungan
pupuk, bibit
. Gojo, Nglorog, .,
103 | pestisida Klayar, Moj | 4 pkt pestisida 2,8,9,12 3.000.000 | APBD KAB
104 |alat ph tanah :ﬁ:ﬂ'“‘m“ 1| ke alat ph tanah 2,89,12 300.000 | APBD KAB
105 |Ayam Nglorag 1 pkt banttian ternak 2,89,12 5.000.000 | APBD KAB
Redungpoh
iy , Tengah, Sinom, oyl s
106 |Bibit Perikanan Kedungpoh Lor, 5 pht bibit ikan 289,12 12.000.000 | APBD KAB
Nalompog ondn,
Nglorag,
107 |bibit pertanian - [Kedungpoh 2 pkt bibit pertanian 2,89,12 2.000.000 | APBD KAB
tengah
ngan,
. kedungpoh Lor,
kt X .
108 |kambing Nglorog,Kedung 10 p bantuan ternak 28912 10.000.000 | APBD DIY
. ook Kidial orde
Peningkatan Potensi .
109 Wisata Kedungpoh 1 pkt Pelatihan 9,15 30.000.000 DAIS
Perlindungan Tanah .
110 Kas Kalurahan Kedungpoh 1 pkt pelindungan tanah kas 16,18 20.000.000 DAIS
111 Rehag Balai Dusun Kedungpoh 1 pkt Rehabilitasi Balai 16,18 75.000.000 DAIS
Rehab Balai Kedungpoh
112 Kidul, Sinrom, 3 pia Jalan Difabel, Atap balai 16,18 30.000.000 | APBD DIY
padukuhan Klavar
Pembangunan dak .
. Kedungpoh Pembangunan dak balai
113]balai untuk tempat Kulon 1 Pkt padukuhan 16,18 30.000.000 | APBD DIY
Rintisan Mandiri
115]|Budaya {Desa Kedungpoh 1 Pt Stimulan 18 750.000.000 DAIS
Budaya) __
Rintisan Mandiri
116 |Budaya {Desa | Kedungpoh 1 pht Stimulan 18 750.000.000 DAIS
Mandiri
Rintisan Mandiri
117|Budaya {Desa Kedungpoh 1 pkt Stimulan 18 750.000.000 Dals
Preneur)
Rintisan Mandiri i
118|Budaya (Desa Kedungpoh 1 pkt Stimuilan 18 750.000.000 DAIS
Primaj)




Showroom potensi
119|kedungpoh di Mojosari 1 pkt Pembangunan Showroom 8,9,12 5.000.000 APBN
kedungpoh park
Rintisan Mandiri
120|Budaya {Desa Kedungpoh 1 okt Stimulan 18 500.000.000 DAIS
Wisatal
121 |Legalites OTBAnSast |ginom 1 | st | iegalisasi pokdarwis 18 10.000.000 | APBD KAB
122 l;::gelo:.;n Wisata |, . var 1 pit Sarpras Wisata Klayar 9 3.000.000 | APBD KAB
layar dan sarpras
Pengembangan
Sarana Wisata
123|Bukit Watn Gede |Sinom RT 06 1 pkt sarpras wisata 9 30.000.000 | APED DIY
{Sarana Jatan,
Gazebo & Aula)
Tata Kelola - pengelolaan tata :
kt 15,16 20.000.060 Dais
124 an Kedungpoh 1 p pe han
12| Tertib Administrasi |, nepon t | el tertib administrasi 15,16 20.000.000 |  Dais
bank sampah roda
3, Tempat Kedungpoh Pembangunan gedung 100.000.000 | APBD KAB
126 pu Kulon 1 pkt sampah 6,11,13,15 . ,
sampah{gudang)
cek asam Urat dan |Mojosari,
127) olesterol, alat tensi |Nglorog 2| e alat kesehatan 3,5 1.000.000 | APBD KAB
128|Lomba Balita Sehat jKedungpoh Lor 1 pht Lomba Posyandu 3,5 3.000.000 | APBD KAB
129|Mobil Ambulance Mojosari 1 pht Ambulance 3 85.000.000 | APBD DIY
130|seragam lansia Nglorog 1 pkt Seragam 10 5.000.000 | APBD KAB
131|Genset Kedungpoh 11 tersedianya genset 9.18 13.000.000 | AFPBD KAB
132 Kursi Dusun Kedungpoh 1 pkt tersedianya kursi balai 3,18 10.000.000 | APBD KAB |
Kedungpoh
Lapangan Voly net |Kidul, Klayar, Terbangunnya Lapangan
133 dan bola lampu Moj i 4 pkt Voly 9,18 6.000.000 | APBD KAB
Gentungan
134 |ORS0OS Kedungpoh 1 pht Operasional 18 2.000.000 | APBD KAB
135|Pelatihan menjahit _|Mojosari 1 pkt Pelatihan 4.5,8.12 3.000.000 | APBD KAB
136 |Pemasangan Listrik IKlayar I | pk terpasangnya listrik 9,10 2.000.000 | APBD KAB
Kedungpoh
137 |Pemotong Rumput Kidul, Ng) 2 pkt peralatan 9 3.000.000 | APBD KAB
Pencegahan
138|Bencana Alam Kedungpoh Lor 1 pkt Pelatthan 13,15,16 3.000.000 | APBD KAB
longsor
Pendampingan Kedungpoh
139 Kelompok WKSBM _|Kulon 1 pht pendampingan 1,2,10 3.000.000 | APBD KAB
Pengadaan Air Kedungpoh . . .
150} % Kedual gpo 1{ pa Tersedianya air bersih 6,1 12.000.000 | APBD KAB
Per
141 ]jnmg::m seragam Kedungpoh 1 Pt seragam linmas 16,18 30.000.000 | APBD KAB
Pembinaan dar : APBD KAR
142 pelatihan Linmas Gentungan 1 pkt pelatihan 16,18 3.000.600 D
Pengamanan jalan [Ked h
143 anJ UREPe 1 | skt | pembangunan pagarjatan | 9,11 5.000.000 | APBD KAB
{ Tengah
Kedungpoh .
144|Pengolahan Limbah [Kidul RT 03 1 | pe | terbangunnyapengolahan | o, o 3.000.000 | APBD KAB
limbah T
dan RT (4
Peningkatan
Kapasitas dan . .
145 Modal Industri Kecit |50 1| eu pelatihan 89,12 2.000.000 | APBD KAB
Anvam tikar
146|Perontok padi Kedungpoh 1] em Alat Perontok padi 8,9,12 3.000.000 | APBD KAB
Pompa Air Sinom, Klayar, . .
147 pertanian Ng? 3 pht Pompa Air Pertanian 8,9,12 4.000.000 | APBD KAB
148|Pencacah Pakan Klayar 1 pit Peralatan Cacah 89,12 3.500.000 | APBD KAB
149|Bibit Bawang Merah tKlayar, gojo 1 pht Bibit Bawang Merah 89,12 1.000.000 | APBD KAB
150{Bibit Palawija Mojosari, Sinom 1 pkv Bibit Palawije 8,9,12 1.000.000 | APBD KAB
Saluran Irigasi .
R 1| e Pembangunan 89,12 30.000.000 { APBD KAB
Si N
152 {Sumur bor ml:():; gorog, | 3 | pu Terbangunnya sumur 8,9,12 40.000.000 | APBD KAB
153 |Sumur ladang Gentungan t pkt Terbangunnya sumuy 89,12 20.000.000 | APBD KAB
Rglorog,
. Kedungpoh
154 i
cultifator Kulon, Klayar, 5 pht Alat Pertanian 89,12 20.000.000 | APBD KAB
Mojosari, Sinom
lssFasilitasikartutani Moi X 1 pkt : .
sudah tidak aktif ojosari Kartu tani aktif 8,9,12 1.000.000 | AFBD KAB
Nglorog, Gojo, ,
156 pupuk Kedungpoh 3 | pe tersedianya pupuk 89,12 7.000.000 | APBD KAB
tengah pertanian
157 |sapi Nglorog 1 | ek | Tersedianya ketahanan 8.9,12 25.000.000 | APED DIY




158|bibit duren Eﬁ:ﬂ““”" 1 | ok | tersedianya bibitduren | 89,12 1.000.000 | APBD KAB
Gojo, Nglorog,
Klayar,
159|Bibit Pajale Mojosari, Sinom,| © pkt tersedianya bibit pajale 8,9,12 3.000.000 | APBD KAB
Kedungpoh i
Kulon
Bibit Tanaman
Buah: Jambu , tersedianya bibit tanaman
1 89,12 3.000.000 | APBD KAB
160|  ristal, Durian,  {> O™ pit buah
Surikaya -
161 |Penggilingan padi  [Kiayar 1| pa “r"“g“““py:d‘;e"whnm 89,12 50.000.000 | APBD KAB
Sosialisasi Peduli ) sosialisasi Peduli
it . 3.000.000 | APBD KAB
162]. n Gajo 1 p lingkungan 13,15
Subsidi Kegiatan ) , )
it 4 1.000.000 | APBD KAB
163 Pengaiian Akbar Sinom 1 p tersedianya subsidi kegiatan
164 |tenda sarean Klavar 1 pht Tersedianya tenda 10 6.000.000 | APBD KAB |
165 x:‘m SangEY  |iopadukuhan | L | ekt | fasilitas sanggar seni 9.18 16.000.000 | APBD KAB
Arsitektur Gaya . . y
kt L000.
166 Yogyal {RTLH) Kedungpoh 10 pl Rumah Tidak Layak Huni 1,10 500.000.000 DAIS
167{Dempiot Jogja Hijau |Kedungpoh 1 pkt Demplot 289,12 30.000.000 DAIS
Fasilitasi Alat
Kesenian Untuk
168 Grup / Kelompok Kedungpoh 1 pht Gamelan 9,18 250.000.000 DAIS
Pelestari Budaya
169|Pelatihan gamel | Klayar 1_| ek Pelatihan 9,18 3.000.000 DAIS
170{Gamelan Klayar PKK 1 pkt Kelompok Seni Karawitan 9,18 25.000.000 Dais
171 [Gelar Budaya Jogja {Kedungpoh 1 pht Pentas Budaya(Srandul) 9,18 14.000.000 DAIS
Penyelenggaraan
172|festival seni, budaya|Kedungpoh 1 Pt Pentas Kesenian 49,18 30.000.000 DAIS
dan agama
Jaringan Internet
173{Untuk Padukuhan |Kedungpoh 1 pkt | pengadaan jaringan internet| 4.9,10 50.000.000 DAIS
Diarea Blank Spot
Jagawarga se kalurahan
174|COmah J kt
agawarga Kedungpoh 1 pl Kkedu h 16,17,18 75.000.000 DAIS
Padat Katya Jogj
17| a2 Kedungpoh 1] en Pembangunan JUT 1,89 1.000.000.000 |  DAIS
Pemanfaatan
176 |Pekarangan Dengan |Kedungpoh 1 phkt KWT 5,8,11,12 100.000.600 DaAIS
Lumbu
Peningkatan Potensi ,
177 D Wisata Kedungpoh 1 pkt Pelatihan 9 50.000.000 DAIS
Perlindungan Tanah
178 ataan Kedungpoh 1 | sk | pelindungan tanah kas 16,18 20.000.000 DAIS
179|Rehab Balai Dusun |Kedungpoh 1 pht Rehabilitasi Balai 9,18 75.000.000 DAIS
Rintisan Mandiri
180|Budaya (Desa Kedungpoh 1 pkt Stimulan 9,18 750.000.0G0 DAIS
Budaya)
Rintisan Mandiri
181)Budaya {Desa Kedungpoh 1 pkt Stimulan 9,18 750.000.000 DAIS
Mandiri Pangan}
Rintigan Mandiri
182|Budaya (Deaa Kedungpah 1| e Stimulan 9,18 750.000.000 DAIS
Preneur]
Rintisan Mandiri
183[Budaya (Desa Kedungpoh 1 pht Stimulan 9,18 750.000.000 DAIS
Prima)
Rintizan Mandiri _
184 |Budaya (Desa Kedungpoh 1 pkt Stimulan g,18 S00.000.000 DAIS
Wisata)
Tata Kelola iolaan
185 pertanahan Kedungpoh 1 ee ‘”’;ﬁt:ma}f @ 16,18 20.000.000 |  Dais
Tertib Administrasi
186 p } Kedungpoh 1 pit tertib administrasi 16,18 20.000.000 Daia




187jJur rt.4 Gentungan pht . pembangunan 89,11 50.000.000 BKK
188|Talud rt.1 Kdp Tengah pkt pembangunan 89,11 50.000.000 BKK
189|Cor Rabat rtl. Kdp lor pkt pembangunan 89,11 50.000.000 BKK
190{Talud drainase rt.3 Nglorog pht pembangunan 89,11 50.000.000 BKK
191 |Jembatan rt.4 Sinom pkt pembangunan 89,11 50.000.000 BKX
192 | Talud 1t.4 Kdp Kulon plt pembangunan 89,11 50.000.000 BKK
193(Cor rabat 1t.7 &8 Gojo pkt pembangunan 8,9,11 50.000.000 BKK
194 |Talud 3 gojo pkt pembangunan 8911 50.000.000 BKK
195|cor rabat rt.28&3 sinom pkt pembangunan 89,11 50.000.000 BKK
196 | Drainase . 582 sinom pkt pembangunan 8911 50.000.000 BKK
197|Febab &=dune T8 gentungan pht pembangunan 49 200.000.000 |  BKK
Jumlah 17.980.800.000

Mengetahui,
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BERITA ACARA HASIL KEPUTUSAN
MUSYAWARAF PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP- KALURAHAN KEDUNGPOH

| TAHUN 2026

Dalam rangka Perencanaan pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2026 di
Kalurahan Kedungp oh, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, DIY maka
pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 11 September 2025
Jam : dari pukul 09.00 s.d. pukul 12.00 WIB
Tempat : Balai Kalurahan Kedungpoh

Telah diselenggarakan pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Kalurahan dalam rangka Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Kalurahan (RKPKal) Kedungpoh tahun anggaran 2026 yang dihadiri oleh wakil-
wakil dari masyarakat serta unsur lain yang terkait dengan perencanaan

pembangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran daftar hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :
A.Materi Bahasan
Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan
Kalurahan ini antara lain:
1. Rancangan RKPKalurahan Tahun 2026 yang berisi program prioritas; dan
2. Rancangan DURKP Kalurahan meliputi usulan kegiatan yang dibiayai
APBD Kabupaten, APBD DIY, APBN dan Dana Keistimewaan.

B. Unsur Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : Susilo dari Ketua LPMK
Sekretaris / Notulis : Kolib N dari Pamong
Narasumber : 1. Dwiyono, dari Lurah

2. Sustiwiningsih  dari Panewu Nglipar

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi bahasan sebagaimana tersebut
di atas, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dalam rangka perencanaan
pembangunan Kalurahan memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang
berketetapan menjadi Keputusan Akhir dart musrenbang ini, yaitu :
1. Menyepakati program prioritas dalam rancangan RKPKal kedungpoh
Tahun 2025 |




2. Menyepakati Rancangan DURKP Kalurahan kedungpoh tahun 2027-2028
meliputi usulan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD DIY,
APBN dan Dana Keistimewaan. '

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungpoh, 11 September 2025

Pimpinan Musrenbang, , Lurah Kedungpoh,
/ ,
SUSILO IYGNO
Wakil Masyarakat,
Ay ", ,
PARJIMAN
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KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH

NOMOR OSTAHUN 2025

Tentang

KESEPAKATAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DAN PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
ATAS MUSYAWARAH TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN KEDUN.GP_OH

TAHUN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN KAILURAHAN KEDUNGPOH

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan;

Menetapkan:
KESATU:

KEDUA:

KETIGA:

Bahwa untuk melaksanakan fungsi dan tugas Bamuskal datam
membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan
Kedungpoh maka perlu ditetapkan Keputusan Bamuskal
tentang kesepakatan badan permusyawaratan kalurahan dan
pemerintah kalurahan kedungpch atas musyawarah tentang
Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun
2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;

Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan
bersama Lurah tanggal 23 Oktober 2025 ;

MEMUTUSKAN:

Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kedungpoh Nomor
08 Tahun 2025 tentang Hasil Kesepakatan Badan
Permusyawaratan Kalurahan Kedungpoh atas peraturan kalurahan
tentang Kesepakatan Bamuskal atas Musyawarah tentang
kesepakatan badan permusyawaratan kalurahan dan pemerintah
kalurahan kedungpoh atas musyawarah tentang Rencana Kerja
Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026

Badan Permusyawaratan Kalurahan Kedungpoh menyatakan

SEPAKAT menyetujui Tentang Kesepakatan Bamuskal atas
Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026,
Sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah
Bamuskal dengan Lurah yang menjadi bagian tak terpisahkan
dalam keputusan ini.

Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku
sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungpoh
pada tanggal 23 Oktober 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEDUNGPOH




BERITA ACARA
MUSYAWARAH BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN
PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
PEMBAHASAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN KEDUNGPOH
TAHUN 2026

Dalam rangk: prnyust: o Peraturan Kalurahan Kedungpoh tentang
Rencana Kerja ’emerin Kalurahan Kedungpoh Tahun 2026, Kapanewon

Nglipar, Kabupaten Gt skidul, Provinsi DIY maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 23 Oktober 2025

Jam : dari puku1_20;00 s.d. selesai

Tempsi! : Balai Kalurahan Kedungpoh
Telah dis lcnggarakan syawarah bersama yang dihadiri oleh Badan
Permusyawaratan K. an dan Pemerintah  Kalurahan Kedungpoh
sebagaimana tercantun.  am lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang .:ihahas dalam Forum ini serta yang bertindak

selaku unsur pimpinan ra:. ' dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan
Materi yang dibahas dalam sidang bersama ini antara lain:
“Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor .... Tahun 2025

tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh Tahun Anggaran
20267

B.  Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Rapat : Prapto S dari Bamuskal Kedungpoh
Sekretaris / Notulis:  Akhid H dari Bamuskal Kedungpoh
Narasumber : Dwiyono  dari Pemkal Kedungpoh

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi sebagaimana tersebut di
atas, selanjutnya seluruh peserta sidang memutuskan dan menyepakati
keputusan akhir dari sidang, yaitu :

“Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor
.... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh
Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Kalurahan Kedungpoh Nomor ....




Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kedungpoh
Tahun Anggaran 2026”

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung

jawab agar dapat clipergui: ~an sebagaimana mestinya.

ungpoh, 23 Oktober 2025
Lurah
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PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
| KAPANEWON NGLIPAR Y

mﬂ.ﬂﬂ’/{}ﬂﬂ?@?ﬂ{? (gfl?lflﬂ_

Jalan Nglipar-Sambipitu,Nglipar Gunungkidul, 55852 Telp/Fax
Laman nglipar gunungkidulkab go.id; Pose! nglipar@gunungkidulkab.go.id

Nglipar, 8 Oktober 2025
Nomor  : B/100.3.4.3/87/2025

Sifat . Biasa
Lampiran : 1 bendel
Hal - Hasil Verifikasi Rancangan Peraturan Kalurahan

tentang Rancangan RKPKalurahan Kedungpoh Tahun 2026

Yth. Sdr. Lurah Kedungpoh
di
Kedungpoh

Menindakianjuti surat Saudara Nomor 100.3/161 tertanggal 22 September 2025
perihal Permohonan Rekomendasi Pengesahan Perkal RKPKal 2026 dan setelah
mencermati peraturan perundang-undangan, maka disampaikan Hasil Verifikasi
Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKPKalurahan Kedungpoh Tahun 2026
sebagaimana terlampir untuk diperbaiki sesuai catatan.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti
sebagaimana mestinya.

Pembina, IV/a
NIP 197108151998032008

Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul tidak menerima suap, dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. tika terdapat
bukli pelanggaran tersebut. silahkan lapor melalyi UPG Gunungkidul Holiine SIGRAK : 082324675658

~

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik {BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)




Lampiran Surat Panewu
Nomor  : B/100.3.4.3/87/2025
Tanggal : & Oktober 2025

CATATAN HASIL VERIFIKASI
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG RKPKALURAHAN

KEDUNGPOH TAHUN 2026
No | Catatan | Rekomendasi ,
Legal Drafting
1 Judul Peraturan tidak perlu | Untuk disesuaikan
mencantumkan tahun anggaran
sehingga menjadi "RKPKal Kedungpoh !
Tahuhn 2026”
2 | Pada bagian konsideran telah sesuai e
3 |- Terdapat beberapa Dasar Hukum |- Meninjau kembali penggunaan |
yang sudah tidak berlaku dan tidak | dasar Hukum yang sudah tidak
relevan berlaku, menambahkan  Dasar
Hukum yang relevan dengan isi
Produk Hukum yang disusun
- Pada bagian Dasar Hukum perlu |- Melengkapi Peraturan pada Dasar
dicantumkan sumber peraturannya ! Hukum dengan sumber -
(Lembaran/Berita peraturannya
Negara/Daerah/Desa/Kalurahan
4 | Batang Tubuh tidak disajikan dengan | Menyajikan Batang Tubuh Perkal
Pasal-Pasal kedalam Pasal-Pasal, memindahkan
batang tubuh pada rancangan Perkal
yang seharusnya adalah Lampiran
Perkal
Dokumen RKPKal ;
1 [ BAB 1 Pendahuluan |
- Terdapat beberapa Dasar Hukum {- Meninjau kembali penggunaan
yang sudah tidak berlaku dan tidak | dasar Hukum yang sudah tidak !
reievan berlaku, menambahkan Dasar .
Hukum vyang relevan dengan isi
Produk Hukum yang disusun
2 | BAB 2 Gambaran Umum dan Kebijakan
Keuangan Kalurahan
- Tabel Belanja Kalurahan pada Sub |- Melengkapi  Tabel Belanja
Bab Kebijakan Keuangan Kalurahan | Kalurahan sampai level rekening
belum disajikan secara lengkap kegiatan
3 | BAB 3 Evaluasi Kegiatan
Pembangunan
- Pada Tabel lll.1 dan 111.2, isian kolom |- Melakukan koreksi atas isian kolom
Target Capaian Tahun 2025,| dimaksud agar sesuai diantara!
Realisasi s/d Juni 2025 dan Proyeksi | kolom target, realisasi dan proyeksi |

Dokumen ini teiah ditandatangan secara elektronik menggunakan sertifikat elekirork
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikast Elektronik (BSrE}), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN}.




Realisasi Akhir Tahun 2025 belum
sesuai

- Pada Sub Bab |dentifikasi masalah
berdasarkan RPJM Kalurahan dan
Prioritas  Pembangunan  belum
disajikan Upaya/Strategi penanganan
masalahnya

dengan persentase

- Menambahkan Upaya/ Strategi
penanganan berdasarkan RPJM
Kalurahan dan Prioritas

Pembangunan

BAB 4 Prioritas Program Pembangunan
Kalurahan Tahun 2026
- Telah sesuai

BAB 5 Penutup
- Perlu perbaikan apda pengesahan

Untuk disesuaikan

Lampiran Dokumen RKPKal 2026
- Belum melampiirkan :
1. Berita Acara Muskal Penyusunan
RKPKalurahan (Format I1.1)
2. Berita Acara Penyusunan
Rancangan RKPKal 2026 (Format
V2)
3. Rancangan Awal/ Akhir
'RKPKalurahan (Format 111.4/V.1)
4. Daftar Rencana Program dan
Kegiatan Pembangunan yang
masuk ke Kalurahan (Format [11.2)
5. ‘Daftar Rencana Kegiatan Hasil
"~ Pencermatan RPJMKal (Format
3y

Untuk dilengkapi lampiran dimaksud
dengan disesuaikan format pada St
Bupati Nomor 43 Tahun 2025

Panewu Nglipar,

Pembina, IV/a
NIP 197108151998032008

Dokumen int telah ditandatangan secara eiektronik menggunakan sertifikat elekironik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik {BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




